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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pidalslam Terhadap Fungsi
Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak @idarupsi (Analisis
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terd®k)” merupakan hasil
penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyagaimana Eksistensi dewan
pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undangrrifntahun 2019 dan
bagaimana Perspektif hukum acara pidana islamdaemdewan pengawas KPK
berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tdHié 2

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperolelari kajian

kepustakaan yaitu berupa teknik bedah Undang-Unddogumentasi serta
kepustakaan.Setelah data terkumpul, data di amalesngan metode deskriptif
analisis dengan menggunakan pola pikir deduktifuyaiengemukakan data yang
bersifat umum kemudian di tarik ke data yang lédibsus.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 21 Nomor d8uit 2019 Tentang
KPK, penulis mengambil sebuah kesimpulan Mengpeagawasan sebenarnya
banyak alternatif yang bisa dilakukan, tanpa hanesnbentuk dewan pengawas
dalam tubuh KPK yang urgensinya sangat minim teapgsemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia, bahkan sebetulnyag ysding ideal dalam sebuah
sistem peradilan pidanar{minal justicg adalah, meletakkan pengawasan dan
perijinan penyadapan pada badan peradilan.KPK ragngpelemahan dalam
melakukan penindakan terhadap tindak pidana kgrops dilihat dari beberapa
kasus yang ditangani oleh KPK pasca Undang-undasmgeX Nomor 2 Tahun
2002 di revisi. Selain itu, Didalam sistem peradilslam dewan pengawas tidak
harus masuk dalam sebuah struktur, sebab pengangati Al-mazalim tidak
harus seorang hakim, yang penting berwibawa. ARyaat lahirnya dewan
pengawas ini berpotensi melakukan tindak pidananga ta'zir)

Sejalan dengan kesimpulan di atas DPR RI kirany@ewis ulang terkait
pasal dewan pengawas, berkaitan dengan wewenaag) pogok serta fungsinya,
karena sejauh ini struktur dewan pengawas dalamhtiPK tidak mempunyai
dasar yang kuat, sebagai sebuah alasan dibentuknya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Islam merupakan bahasa lain dariakstiigih
jinayah. Dalam hukum Islam figih jinayah merupakarminologi yang
diartiakan sebagai hukum yang berkaitan dengarakend atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang yang dibebani wigban
(mukallaf)*Tindakan kriminal dapat di artikan sebagai tindakang
menganggu terhadap ketentraman umum atau perbumataan hukund.
Figih jinayah, merupakan hukum yang bersumber siariat Allah (Al-
Quran dan Al-Hadist), yang di dalamnya mengandumgurunsur

kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupukhlia

Tindakan atau perbuatan yang di larang dalam figiayah
dikenal dengan istilajarimah atau perbuatan pidana.Untuk bisa dikatakan
jarimah harus memenuhi unsur bahwa perbuatan tersebut adaAd
Quran yang melarangny@ermasuk tindak pidana korupsi merupakan
perbuatanarimah.Pengertian korupsi secara etimologi berasal ddraba

latincorruption (penyuapan) atawcorrumpere (merusak) jadi, korupsi

'Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Prnata Sosial (Jakarta: Lembaga Study Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), 86.

’Ibid, 86

3zainudi Ali, Hukum Pidana IslaniJakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

“Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Islgfiakarta: Bulan Bintang, 1967), 14.



dapat di artikan sebagai perbuatan penyelewengaa aeelalui jabatan
yang dimiliki untuk kepentingan pribadinya, sehiadgerdampak kerugian
bagi pihak lairdalam kamus bahasa Indonesia korupsi diartikangseba
peneyelewengan atau penggelapan uang negara atasalpgan dan

sebagainya untuk kepentingan pribadi.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjuBatologi
Sosial Tindakan Koruptif merupakan golongan pragtkologi sosial
yang bertendensi meresehkan masyarakat, yaituaimiglku yang
memanfaatkan wewenang dan jabatannya demi meraitilkegan

pribadi, serta merugikan negara.

Dalam literatur hukum Islam, korupsi dapat dikatédgm sebagai
perbuatan kriminal dalam kontekgsywah (penyuapan)ghulul
(penghianatangariqoh(pencurian), dahirobah (perampasan).Dalam
istilah yang lumrah korupsi seringkali disamakang#e suap atau
risywah yaitu sesuatu yang diberikan untuk menyalahkag yeenar atau

membenarkan yang salah.

Oleh karena kroupsi adalah tindakan yang sanghtibaya dan
jelas efeknya merugikan banyak orang, Indonesiagamegara hukum
perlu untuk membuat sebuah lembaga yang fokus unarangani tindak

pidana korupsi. Dalam catatan sejarahnya Indonleara membuat

°*Abdul Aziz DahlanEnsiklopedi Hukum Islam, Jilid I{Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001) ,
974.

®Moh. Masyhuri Naim, dkkNU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir Dan Figji{Jakarta: Tim Kerja
Gerakan Nasional Pemeberantasan Kroupsi PBNU, 2006)



lembaga resmi yang khusus menangani tindak pidanggi pada tahun
2002 oleh presiden Megawati Sukarno Putri, kareahitu Megawati
melihat bahwa kejaksaan dan kepolisisan tidak maMsilalam menekan

angka tidakan koruptif.

Ide untuk membentuk sebuah lembaga yang fokus resiga
tindak pidana korupsi sebenarnya lahir jauh seb@&i@gawati. Pada masa
presiden BJ Habibie sudah ada peraturan untuk nesigeersoalan-
persoalan korupsi, misalnya undang-undang nomaalih 1999 tentag
penyelenggraan negara yang bersih dan bebas Kokiglgsi, dan

Nepotisme (KKN).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, komisi
pemberantasan korupsi yang dulunya hanya sekeoagai&igger
mechanismyang berarti ikut serta mendorong agar pemberantasrupsi
oleh lembaga-lembaga sebelumnya lebih efektif diaier,” telah
mencatat tinta emas dalam menyelamatkan uang nBgi&aecara

preventif maupun refresif.

Salah satu bukti bahwa Komisi Pemberantasan Ko(&¥) cukup
progress dalam melakukan penindakan terhadap timidaka korupsi bisa
dilihat dari tren kinerja KPK mulai dari tahun 202818 dalam

menangani tindak pidana korupsi. Indonéataruption WatliiCW)

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, http:/kompisimberantasan _korupsi.go.id/id/tentang-
komisi_pemeberantasan_korupsi.di akses pada tar@@yébruari 2020



pernah merilis, bahwa sepanjang tahun 2018 KPK taknetapkan

tersangka sebanyak 261 dengan jumlah kasus seban§ak

Dari beberapa kasus di atas banyak yang di hasirgalui Oprasi
Tangkap Tangan (OTT). Adapun rincian Oprasi TangRamgan yang

dilakukan oleh KPK mulai dari tahun 2016-2019 seb#grikut’

Tabe .1
OTT
Tahun Jumlah OTT Jumlah tersangka
2016 17 58
2017 19 72
2018 30 121
2019 21 76

Pencapapain KPK diatas merupakan angka yang fentidam
kapasitas negara seperti Indonesia ini.Dengan aetjahmikanya, KPK
mampu mengurangi angkariminal corruption dan mampu tegas
melakukan oprasi tangkap tangan terhadap pejabagarble yang

notebenenya memiliki jaringan kuat untuk berlindalirg

Kalau kita coba ingat perkataan dari filsuf Tavetberi aku
jaksa yang jujur dan cerdas, beri juga hakim yangr jdan cerdas maka

dengan peraturan paling burukpun saya akan meriggragutusan yang

8 Catatan Kinerja KPK,https://antikorupsi.org/idfsia-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019, di
akses pada 02 Februari 2020

“Deretan Prestasi KPK 4 Tahun Terakhir https://winsozone.id/news/pgsrne/deretan-prestasi-
kpk-4-tahun-terakhir, di akses pada 02 FebruarD202



adil”. Bila kita merenung sejenak perkataan diatanyiratkan betapa
pentingnnya seorang penegak hukum yang berkublitgssuatu negrs.

Dengan pencapaian diatas menunjukkan bahwa kapasR& luar biasa.

Namun sayangnya, KPK yang dulunya di canangkangseba
lembaga independen, bebas dari intervensi dan kapgan politik
kekuasan kini di upayakan untuk menjadi lemah. Mel@visi undang-
undang KPK yang baru yakni, undang-undang KPK nob¥otahun 2019
perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tab02 t&ntang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan lagi ménjembaga super
power, yang independen serta bebas dari intervéasi kepentingan
politik kekuasan. Ada instrument tambahan yangdadam diri KPK yang
berptensi melemahkan lembaga anti risywah tersshbla#th satunya adalah
Dewan Pengawas (DEWAS) KPK.Sehingga struktur di KPK pun

berubah seperti berikut:

1. Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang terdirflima) orang
anggota;

3. Pegawai pemberantasan korupsi.

Dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019 terseluga |

dijelaskan bahwa penyadapan hanya hanya bisa Hdakketika sudah

Jupri, KPK &Korupsi Kekuasaan, (Pusat Kajian Inovasi Pemihan Dan Kerjsama Antar
Daerah) 45

U Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2019 Perubateaiua atas UU KPK Nomor 30 tahun
2002



mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas (BEt@entu hal ini

menjadi kendala tersendir bagi KPK dalam melakys@mndakan terhadap
tindak pidana korupsi.Disamping berpotensi rahdmaor juga semakin
sulit bagi KPK dalam bekerja. Padahal penyadapamumpa&an hal penting
dalam penindakan tindak pidana korupsi, karena alengu mampu

mempermudah KPK untuk mengetahui siapa, dimana, kdgoran akan
terjadi transaksi atau praktek koruptif. Minimalndan penyadapan, KPK
dengan mudah mendapatkan data yang riil tent@ng dantempos delecti

adanya kasus koruptif.

Tidak hanya itu, Oprasi Tangkap Tangan (OTT)yangupakan
bagian dari sistem KPK dalam penanggulangan tinpidina korups?,
yang biasanya dilakukan dengan didahului penyadagan semakin sulit

dilakukan oleh KPK.

Terkait masalah dewan pengawas sebagaimana datah2iauu
nomor 19 tahun 2019 agak bertentangan dengan ppnisisip hukum
modern, karena pada prinsipnya hukum moder itu,epetahan dilakukan
oleh hukum the rule by lay bukan oleh orang. Adapun istilah bahawa
pemerintahan dijalankan oleh orang yang menggundkatum hanya

sekedar alat kekuasaan beldka.

?pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 tahun 204®tdhg KPK

“¥Muhammad Rizal Akbar, Edy rifai, Eko Raharjebijakan KPK Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana KorupsiiSKRIPSI, Fakultas hukum lampung, Bandar LaampQ2046)

1“Jimly Assidiqy,Penegakan Hukum Di Indonesia, Makalafikl) 1



Kalau di lihat dari perspektif hukum islam pringipkum modern
di atas senada dengan apa yang di wahyukan ol Aivt dalam salah

satu suratnya yang berbunyi:

z
°

$5(28) Ok ¥ o0 38T E5T5 130055 Tetd N By S G5

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad),
melainkan kepada semua umat manusia sebagai penimEwa
gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi nialkan
manusia tiada mengetahui (QS. Saba’/34:'28).

Bagi umat beragama Islam ketentuan normatif didipahami
bahwa Islam sebagai agama yang universal memliai-sifat penting,
yaitu: 1) kaffah; menyeluruh, lengkap dan utuh, serta kompreheg@3if;
Rahmatan Lil Alamin; rahmat bagi seluruh umat méau3) fitr7; sesuai
dengan kecendrungan yang baikwgsath wajar, proporsional dan tidak
berlebihan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukunbagai sebuah

peraturan mestilah memiliki sifat sebagaimanaldiskan di atas.

Melihat pasal dewan pengawas yang ada pada undelang
nomor 19 tahun 2019 tersebut jika dilihat darispektif Figih Jinayah
memang banyak terdapat kerancuan, tidak hanya daspek sosiologi
hukumnya tetapi juga dalam aspek normatifnya textddgjanggalan
sebagai sebuah hukum yang memiliki sifat mengik&erancauan yang
paling jelas misalnya terkait dengan status KPKgyaerdasarkan pasal 3

(tiga) disatu sisi disebutkan bahwa KPK merupakambaga independen

“Al-Qur'an, 34:28.
16 Kementerian Agama RIJmul Mukmini: Al-Quran Dan Terjemahan Untuk Wan(tiakarta
Selatan: Penerbit Wali, 2012), 228



yang bebas intervensi dari kekuasaan manapun. Ndmsisnlain KPK di
masukkan pada dunia trias politika (eksekutif, degif dan yudikatif)
yakni serumpun dalam kekuasaan eksekutif, bahkasihmada kekuasaan
lain didalam tubuh KPK sendiri yaitu dewan pengawRalam sistem
kerjanya dewan pengawas memiliki peluang intervgasg sangat dalam
terhadap KPK.Padahal seharusnya hukum atau undatapg tersebut
haruslah rasional.Mampu di nalar degan akal, tidekentangan antara
pasal satu dengan pasal yang lainnya.Kalau dalam figih jinayah

disebuttaa’qquili.

Ta’aqquli secara maknawi menunjukan pada suatu hal yang
masuk akal, rasional, bisa difikirkan atau dipahaseidanagkan secara
istilah adalah suatu upaya penalaran terhadap makskkum dalam
rangka memahami makna yang tersirat dari bentukikeperintah dan

larangan yang tersurst.

Sebelumnya, sudah ada penolakan secara massifdjlakgkan
oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk manggr KPK tetap
menjadi penegak hukum yang fokus pada penanganamdio Aksi
serentak ditiap kota dan kabupaten di seluruh lesianguna menolak
pengesahan RUU KPK tersebut telah dilakukan. Bahkadah banyak

korban berjatuhan hanya karena dalam rangka ingifjaga agar KPK

YAbuddinnataAl-Quran Dan Al-HadistJakarta: Raja Grafindo Persada. 1994), 142.



tetap mempunyai kekuatan super dalam melakukan ¢amtasan

terhadap korupsfAkan tetapi belum mebuahkan hasil.

Kekhawatiran terhadap eksistensi dewan pengawasg yan
berpotensi melemahkan KPK, akhirnya terjawab padauah kasus saat
KPK menangani kasus suap Harun Masiku kaderi Pd@&nokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Wahyu Setiak@misioner

Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ternyata KPK tidak dapat melakukan penggeledahdamadap
kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai PDIPhSala penyebabnya
karena belum mengantongi izin dari dewan pengawdiskunelakukan

penggeledahan terseblt

Dari kasus di atas peneliti merasa perlu untuk titeneasalah di
atas menjadi sebuah penelitian berjudul: Perspekikum Pidana Islam
Terhadap Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Pasal @angsUndang

Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK

B. ldentifkasi Masalah dan Batasan M asalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka t ddpa

identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

8 Saat Mahasiswa Turun Jalan Tolak Undang-Undang KP#an KUHP

http:/regional.kompas.com/read/2019/09/24/0602G@&t/mahasiswa-turun-jalan-tolak-undang-
undang-kpk-dan-kuhp, di akses pada 02 Februari 2020

%Batal Geledah Kantor PDIP, KPK digugat ke pengadila
https://nasional.tempo.co/read/1298970/batal-gélé@damtor-pdip-kpk-digugat-ke-pengadilan di
akses pada tanggal 19 agustus 2020



1. Adanya pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun &91t8ng dewan
pengawas yang bertendensi melemahkan KPK.

2. Adanya pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 20ifrtg dewan
pengawas mengurangi kinerja KPK dalam menjalankayas dan
fungsinya.

3. Pasal tersebut bertolak belakang dengan status ¥ai bersifat
independen.

4. Adanya pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2@i$ebut

berpotensi dewan pengawas melakukan tindak pidana.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlelaskan batasan-
batasan atau ruang lingkup persoalan yang akamajddilam penelitian ini
agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, npekeliti membatasi

permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Eksistensi dewan pengawas KPK berdasarkan pasalngdang-undang
nomor 19 tahun 2019.
2. Perspektif hukum acara pidana islam terhadap depemrgawas KPK

berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 t&i 2

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana eksistensi dewan pengawas KPK berdasg&sal 21
undang-undang nomor 19 tahun 2019?
2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Dalam Pemberantasdak

Pidana Korupsi?
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D. Kajian Pustaka
Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan,litipene
berusaha untuk melacak berbagai kepustakaan da#iti@en terdahulu
yag mesih mempunyai keterkaitan dengan masalah yeergadi objek
penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi tedpagenelitian-penelitian
terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitearg ymemiliki kaitan.
Meskipun ada keterkaitan dalam pembahasan, pemelii berbeda

dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan di bania

1. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pegaaggan tindak
Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan idinleh Muhammad
Rizal Akbar mahasiswa Fakultas Hukum Uiversitas pang, 20167

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kinerja HKeim
Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi tindadlanpi korupsi
melalui operasi tangkap tangan yang sering dilakukdeh KPK.
Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalahdgkatan yuridis
normative, sedangkan sumber data yag digunakarmdpknelitian ini
terdiri dari data primer dan sekunder. Data yangetioleh dari hasil
penelitian kemudian di analisis dengan pendekatahtktif deskriptif.

Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus penality@ng di
ambil.Penelitian sebelumnya berfokus untuk menkirterja KPK dalam

menjalankan tugas dan fungsinya mellaui Operasigkam Tangan

“Muhammad Rizal Akbar, Kebijakan Komisi Pemberamakarupsi Dalam Penanggulangan
tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tanga
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/eeiview/752, Jurnal.Di akses pada 19 Agustus
2020.
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(OTT). Sedangkan dalam penelitian ini fokus peraglitya adalah dewan
pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang@rndén tahun
2019 yang berpotensi mengurangi eksistensi KPK.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemeaksdindak
Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI, ditulis oleh HasyMugorrobin
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Saya, 2016*

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanismegréksaan
terhadap perkara koneksitas atau OTT oleh KPK.Kesstara undang-
undang peradilan militer KPK tidak mempunyai wewanauntuk
melakukan menyelidikan ataupun penyidikan yang kdkan oleh
Anggota TNI, mengingat KPK bukan termasuk dalanmypedik militer.

Perbedaan dari skripsi ini terletak pada fokus |ie@Enya.
Dalam penelitian sebekumnya penelitian berfokusapagmeriksaan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK teldqa anggota TNI,
sedangkan penelitian saat ini berfokus pada dewamggwas KPK
berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tali® Zang
berpotensi mengurangi eksistensi KPK.

3. Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidé&aralsditulis oleh
R. Ahmad Noor mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukimversitas

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2039.

“IHasymi Mugorrobin, Komisi Pemberantasan KorupsPl Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi Oleh Anggota TNI, http://repository.una@.id/50917/1/FH.%20193-
16%20Mug%20k%20ABSTRAK.pdbkripsi, Di akses pada 19 Agustus 2020

“R. Ahmad Noor, Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspeldiikum Pidanalslam,
http://digilib.uin-suka.ac.id/52625kripsi, Di akses pada 19 Agustus 2020
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Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kewenang&Kkdalam
melakukan menyadapan dilihat dari segi perspektifukuin
Islam.Penyadapan dilakukan untuk lebih memudahlkaa penyidik KPK
ketika melakukan tugasnya, hal ini juga di aturadalundang-undang
KPK.Penelitian ini menggunakan penelitian kepusaakgang bertujuan
untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam agglp wewenang
dalam melakukan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitiabelsennya
berfokus pada penyadapan KPK dalam perspektif |slagdangkan
penelitian ini fokus penelitiannya tentang dewanngasvas KPK

berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tdiie 2

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui eksistensi dewan pengawas KPKabarkian pasal
21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam aeéap dewan
pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undangrri®ahun

2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan lsangan

pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukbwosusnya

13



prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan infarpesdahuluan
yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip dimasendatang atau
sebagai bahan informasi pembanding bagi penelitigylama yang
serupa namun berbeda sudut pandang serta bergefgmyai tambahan

literature perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian duharapkan dapat memberikan idey \zaik

dan benar, dan juga diharapkan bisa bermanfaatngsjadi pedoman
bagi pihak-pihak terkait dalam pembahasan yandislitlalam skripsi
ini. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat dijgan pertimbangan
hukum oleh dewan pengawas KPK sebagai instansi yeempgawasi

tindak pidana korupsi.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami gkdiipsi
ini, peneliti menjelaskan beberapa istilah yangdpat dalam judul skipsi

ini diantaranya adalah:

1. Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakaene@ahan dari
fikih jinayah yakni segala ketentuan hukum mengemaiak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang muk@daang yang dapat
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahantes dalil hukum yang

terperinci dari Alquran dan hadi$.Yang di maksud hukum pidana Islam

#37ainuddin Ali,Hukum Pidana IslanfJakarta: Sinar Grafika, 2012),1.
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dalam skripsi ini yakni semua perbuatan yang dihéiemm karena akan
mendatangkan kemudaratan pada agama, jiwa, akel,den kehormatan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berdasarkan Ugdiamdang Nomor
20 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tinaaa korupsi (KPK)
diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi aepanfesional,
intensif, dan berkesiambungan. KPK merupakan lembaggara yang
independen yang dalam melaksanakan tugas dan wegreyeabebas dari
keuasaan manapuff.

3. Dewan pengawas KPK resmi dilantik pada tanggal @8eimber 2019 yang
terdiri dari lima orang yang tugas dan kewenangarsudah di atur dalam
pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KRie€telah

mengalami revisf®

H. Metode Penédlitian
Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakagtode
kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan careenganalisa undang-
undang KPK Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 tentangaDeiengawas

kemudian mengaitkan dengan hukum pidana Islam.

#sekilas Pemberantasan Korupsi, https://www. kpkdgtemntang-kpk/sekilas-komisi-
pemberantasan-korupsii akses pada 20 Juli 2020.
“Rincian Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK,

https://m.cnnindonesia.com/nasional/201912201738%#858773/rincian-tugas-dan-wewenang-
dewan-pengawas-kpki akses pada 20 Juli 2020.
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1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan yakni data yang dihimpun gdeheliti
untuk memberikan jawaban dari pertanyaan di rumumsasalalf®Data
yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini ialamdang-Undang
KPK Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 tentang Dewan &)
2. Sumber Data
a. Data Primer
b. Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam skimp ialah
studi dokumen, meliputi studi bahan-bahan hukungyendiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukusieter
4. Teknik Pengelolaan Data
a. Editing
b. Organizing
c. Analizing
5. Teknik Analisa Data
Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakatode

analisis deskriptif.

. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam peamehtia

dan agar dapat dipahami secara sistematis dan alergoeneliti

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, PetuRgrulisan Skripsi, 9.

16



menggunakan sistematika pembahasan yang menjawakok po
permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembalpagta penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi
yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah atujipenelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasionaljakapustaka, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab keduamemuat landasan teori hukum pidana Islam , dewan
pengawas KPK serta undang-undang yang didalamnyabateas tentang

KPK.

Bab ketigamemuat tentang deskripsi pasal 21 undang-undang

nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Bab kempatmmemuat analisis meliputi: Perspektif Hukum Pidana
Islam terhadap dewan pengawas KPK berdasarkan Rdsalndang-

undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Bab kelima,merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan
skripsi yang memuat kesimpulan serta saran darelperatas hasil

penelitian.
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BAB |1
DEWAN PENGAWASMENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Dewan Pengawas

1. Pengertia Dewan Pengawas
Dalam sistem peradilan Islam dewan pengaweamdl dengan

istilah wilayah al-mazaligang merupakan peggabungan dari dua kata,
yaitu wilayah danal-mazalim Secara literal kata wilayah berarti
kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. g&da kataal-
mazalimmerupakan bentuk jamak damazlimahyang secara bahasa

berarti kejahatan,ketidaksamaan kesalahan, , dejdean:

Secara terminologiwilayah a I|-mazalim berarti kekuasaan
pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakiam thuhtasib
dimana tugasnya memeriksa kasus-kasus yang tidaukmdalam
wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus gasrg/angkut
penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhrallgat biasa. Jika
dilihat dari definisi di atas Dewan Pengawasmerapakembaga
peradilan yang memiliki wewenang khusus menangaralkman para
peguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakymai didirikannya
wilayah al-mazalinuntuk Dewan Pengawas untuk memelihara hak-hak
rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejaaaipejabat serta

memberi  perlindungan kepada masyarakat dari berbaga

'Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 20143.



bentukpenindasan, penganiayaan, gammusuhan oleh badan-badan

pemerintah baik di daerah ataupun pusat.

Tujuan dari pembentukan lembaga peradilan tersebuotyik
mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambih glara penguasa,
serta sebagai wadah penyelesaian sengketa antagagsa dengan

masyarakat sipil.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas
Prinsip-prinsip keadilan yang di ajarkan Islam naénjlandasan
pokok pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dikgat dalam al-

Qur'anQsS. surah al-Nisa: 135.

3913 g o LSBT e 5 & p1igh Bl Gz 1568 19T ol @l

<

1

Al

Ci\

O 152,58 31 15515 OJ3 151163 O o 155 36 ag 3T A6 18 5T G2 055
2135 s Ogland & O

“Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu pekhega
keadilan, menjadi saksi karena Allah,walaupun wapa dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jikdydiag terdakwa)
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaskamn
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti haa@uu karena
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu ntarbalikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka keé&thuAllah
Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

’Al-Quran, 04:135.
%Kementerian Agama RI,Mushaf Aisyah (Al-Quran dan Terjemah untuk Wanita)
(Jakarta:JABAL, 2010), 100
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Umar bin Khatab pernah menerapkan kerangka dasamda
melaksanakan peradilan Islam dalam menangani @erkarangka dasar
tersebut tertuang pada dalam suratnya yang ditojkkpada Abu Musa
al-Asy’ari kemudian melalui kejadian menjadi dasagalilan modern saat
ini.

Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggEamenjadi

kerangka dasar, yang meliputi:

. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewaybag ditetapkan oleh
Allah Swt. dan suatu sunah Rasul yang wajib diikitaka, pahamilah
benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkepadamu dan
laksanakanlah jika benar.

. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentabgnkran yang
tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)s@&eakanlah kedudukan
manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keguomou sehingga
bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurathaya orang yang
lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan.

. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikekan oleh orang
yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan ofehgoyang

mungkin (terdakwa).

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya yakni:

. Kaum muslim merupakan orang-orang yang adil tenhagsama mereka,

kecuali orang yang pernah bersumpah palsu ataugoyang pernah
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dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam
kesaksiannya karena kerabat. Hanyalah Allah yanggoeesai rahasia hati
hamba-hambanya.

b. Dan melindungi mereka dari hukuman-Nya, kecuafiytata dengan bukti-
bukti yang sah atau sumpah.

c. Pahamilah dengan benar persoalan yang dipaparkaad&eu tentang
perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an atanah Nabi, kemudian
pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara teérsgéén cari pula
contohcontohnya, kemudian berpeganglah menurutgoeyashmu kepada

hal yang terbaik.

3. Kedudukan Dewan Pengawas/Al-Mazalim
Badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga maeaq

meliputi:

a. Al - gada, hakimnya bergelaal-gad:, bertugas mengurus perkara-
perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya

b. Al - hisbah hakimnya bergelaal - muhtasib bertugas menyelesaikan
perkara-perkara yang berhubungan dengan masalaanasnum dan
tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera, da

c. An - Nadar fi al-maaim, hakimnya bergelasahibul ataugadr al -
mazilim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara bandimig ddia

badan pengadilan di ats.

4Ibid, 159-160.

21



Institusi yang melengkapi peradilan ada dua, yaitayah al -
mazalimdan wilayah al — hisbahadalah istilah yang baru muncul.Akan
tetapi secara empiris, praktiknya sudah ada seja@manm
Rasulullanwilayah al —mazlim berwenang untuk mengawasi dan
memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguatan
keluarganya.Sedangkavilayah al - hisbahberwenang untuk mengawasi

dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh takya
B. Criminal Justice

1. PengertianCriminal Justice

Sistem peradilan pidanar{minal justice systejrmerupakan
suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakarnmukuAmerika
Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terteguipt dan institusi
penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertamAaerika
Serikat yang memperkenalkan rekayasa administeasidgan pidana
melalui pendekatan sistemyétem aproagh dan gagasan mengenai
sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek p&alaun 1958.
Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme dimna
administrasi peradilan pidana dan diberi namainal justice system
Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarlaasloleh The

Presiden’t Crime Commisigif

®0Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islamnihhin di Jazirah Arab ke Peradilan
Agama di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 201%)

® Yesmil Anwar dan Adang, 2009Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen &
Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indon¥¢idya Padjajaran, Bandung, him.33.
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Sistem Peradilan Pidana ata@Oriminal Justice System
merupakan suatu istilah yang menunjukan mekaniserg@ ldalam
penanggulangan kejahatan dengan mempergunakanmassekatan
sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sisteradiken
Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerjaasaecara
terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapaart tertentu
baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengakaunk
bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sist¥probesnya
suatu peradilan pidana, masing-masing komponenrsiwang terdiri
dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebpgauntut umum,
Pengadilan sebagai pihak yang mengadii dan Lembaga
Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyaraki#wbali para
si terhukum, yang bekerja secara bersama-samadtergi dalam
usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untukanggulangi
kajahatar?

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap
sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendadjahatan yang
terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksa@angadilan dan

Pemasyaratan terpidahaBeranjak dari definisi tersebut di atas,

" Rusli Muhammad, 201 Bistem Peradilan Pidana Indonesldll Press, Yogyakarta, him.13.

8M.Faal, 1991 Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresipétisian), Pradnya Paramita,
Jakarta, him.24.

° Yesmil Anwar dan Adand)p.cit, him.35.
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Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradif@dana
adalah®®

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingggarakat puas
bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalaha

c. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melak@amatan

tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Independence Body

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanagsifiya
tidak secara jelas memosisikan diri sebagai sa#lh dari tiga lembaga
trias politica mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir
abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan bekdasn seperti
Amerika Serikat dan Perancis. Banyak istilah untaknyebut jenis
lembaga-lembaga baru tersebut, di antaranya adstiie auxiliary
institutionsataustateauxiliary organyang apabila diterjemahkan secara
harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti instifii@u organ negara
penunjang’. Istilah “lembaga negara independen” merupakangyan
paling umumdigunakan oleh para pakar dan sarjakarhuata negara,
walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang riapat bahwa
istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaggare independen”

lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga terseldutLaica Marzuki

19| uhut Pangaribuan,20183ukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di PengadiPapas
Sinar Sinanti, Jakarta, him.14.
Ypid., h. 8.
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cenderung mempertahankan istilatate auxiliaryinstitutionsalih-alih
“lembaga negara independen” untuk menghindari ler@am dengan
lembaga lain yang berkedudukan di bawahlembaga raega

konstitusional.

Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalamahra
cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupunkaidiNamun, tidak
pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukbagse organisasi
swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebimgdesebut ornop
(organisasi non-pemerintah) atau NGO nor{-governmentm
alorganizatior).Lembaga negara independen ini sekilas memang
menyerupai NGO Kkarenaberada di luar struktur pertadran
eksekutif.Akan tetapi, keberadaannya yangbersifablik, sumber
pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujumdink kepentingan
publik, membuatnya tidak dapat disebut sebagai N@am arti

sebenarnys.

Sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga
independensemacam ini dalam lingkup kekuasaaneffekiamun
terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkaecgaa tersendiri
sebagai cabang keempatdalam kekuasaan pemerintategperti
dinyatakan olehYves Meny dan Andrew Knapp berikuti'®

“Regulatory and monitoring bodies are a new typeaofonomous

2bid., h. 9.

13 Yves Meny dan Andrew Knapfgovernment and Politics in Western Europe: Britdfnance,
Italy, Germany 3rd edition,(Oxford: Oxford University Press, B)Sh. 281.
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administration which has been most widely developedhe United
States (where it is sometimes referred to as tkadless fourth branch’
of the government). It takes the form ofwhat aregaly known as

Independent Regulatory Commissions”.

Secara teoritis, lembaga negara independen berrdala
kehendak negara untuk membuat lembaga negara bagi pengisian
anggotanya diambil dari unsur non-negara, dibesritais negara, dan
dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawgarae Gagasan
lembaga negara independensebenarnya berawal dagiren negara
yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan raayarela untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk masigaladi,
meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi olabyarakat sehingga
tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitasribontal.Munculnya
lembaga negara independen dimaksudkan pula untojawab tuntutan
masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip densokialam setiap
penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yakgntabel,

independen, serta dapat dipercaya.

Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknyanib@aga
negara independen adalah terdapatnya kecenderudgkam teori
administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugasugang bersifat
regulatif dan administratif menjadi bagian dari dag lembaga
independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, n Joklder

mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dustwy
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a. Regulatory yang berfungsi membuat aturan serta melakukaergisp
terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privar d

b. Advisory yang berfungsi memberikan masukan atau nasihphadee
pemerintaf’.

Dalam perkembangannya, amat banyaknya jumlah lembag
independen semacam ini dalam suatu negara dirassizagai suatu
permasalahan baru. Setidaknya ada sekitar limas rawangos
(quasiautonomousnon-governmental organizatidninggris, lebih dari
seratus lembaga negara bantu di Perancis, danarsedit000 enti
publicci di Italia'*Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam
Constitutional and Administrative Lawnenyebutkan lima alasan utama
yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negaméubdalam suatu

pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebaglub®i

a. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan bddaypelayanan
yang bersifat personal yang diharapkan bebas @#o rcampur tangan
politik.

b. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan reigyéng bersifat
non-politik.

c. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yamgifiat independen,

seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.

14 John AlderConstitutional and Administrative LaLondon: The Macmillan Press LTD, 1989),
h. 233.

®Meny dan Knappop. cit, h. 281-282.

'eAlder, op. cit., h. 225.
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d. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-patayang bersifat
teknis.

e. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semigiadidan berfungsi
untuk menyelesaikan sengketa di luar pengaditdterfative dispute
resolutiord alternatif penyelesaian sengketa).

Lembaga-lembaga yang berdiri dengan latar belaldinatas
pun memiliki bentuk yang bervariasi. Gerry Stok#aJam analisisnya
mengenai perkembangan lembaga negara bantu atay igasebut
sebagai non-electedagencydi Inggris, membagi bentuk lembaga
semacam ini menjadi beberapa jenis. Pembagianbtdrsidasarkan

pada dua hal, yaitu:

a. berasal dari mana sumber daya untuk mengadakammetaksanakan
lembaga itu;dan

b. bagaimana cara pengisian keanggotaan serta bé@sahana anggota
lembaga itu.Atas kedua dasar tersebut, Stoker rbetk@n enam jenis
lembaga sebagaiberiktit:

1) Central government’s ‘arm’s-length’ agencwyaitu lembaga yang
penyediaan sumber dayanya terutama berasal dagrpeain pusat dan
keanggotaannya diisi atas perintah pemerintah pusat

2) Local authority implementation agencyaitu lembaga yang penyediaan
sumber dayanya terutama melalui pemerintah daekah/tlan pengisian

keanggotaannya menjadi wewenang pemerintah dagkah/I

" Gerry Stoker;The Politics of Local Governmer2nd edition, (London: The Macmillan Press
LTD, 1991), h. 64-77.
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3) Public/private partnership organisatipnmerupakan lembaga yang
dibentuk atas partisipasi badan-badan lain yangifaepublik maupun
privat. Anggotanya adalah individu-individu yangrdmsal dari badan
partisipan.

4) User organisation yaitu lembaga yang sumber dananya berasal dari
sektor publik dan komposisi anggotanyadidominashglara pengguna
jasa.

5) Inter-governmental forummerupakan lembaga yang mewakili badan-
badan di sektor publik dan pendanaannya berasiabadan-badan yang
berpartisipasi tersebut.

6) Joint boards vyaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah-
pemerintahdaerah/lokal yang ingin berpartisipasi.

Independensi lembaga-lembaga negara bantu beivaniasa satu
lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula hulbungadudukan
antarberbagai lembaga tersebut, semua bergantyegl&elasar dan proses
pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjating lingkup
kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun atayang terbatas pada
daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembag@cam ini terlepas
dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yuifikaamun beberapa di
antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksedep#rti halnya di
Inggris, sebagaimana diuraikan Alder berikut‘ffiSome ad hoc bodies are

part of the Crown and therefore have the variousvar immunities and

'8alder, op. cit, h. 232.
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also fall within the Official Secrets Acts. Thigpdads firstly upon the terms
of any relevant statute and failing that upon thléeat to which the Crown

can legally control the day-to-day activities oéliody”.

Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinyaja pa
hakikatnya, lembaga negara bantu bertujuan untukngkatkan efektivitas
penyelengaraan negara dengan dibentuk dan diatdadasekan kebutuhan,

apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perludeagiakan.

3. Obstruction Of Justice
a. Obstruction of JusticBebagai Suatu Tindak Pidana.

Tindakan obstruction of justiceatau diartikan pula perbuatan
yang bermaksud untuk ‘menghalangi proses hukumi dtadak pidana
menghalangi proses hukum’. Sesuai dengan istilatssl@agai suatu
tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunyaahdaglerbuatan tersebut
haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindatean @erbuatan yang
dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Daiaran hukum
pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkanr-unsur yang ada
sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak gid@mons dalam
menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sed&@ain Strafbaar
gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met stlmlverband staade

handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”.

19 Satochid Kartanegarajukum Pidana (Kumpulan Kulial{Balai Lektur Mahasiswa 1998).[91].
8 g
ibid.[91].
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Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkanr-unsur
yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapatbr&intersebut
menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasanksur sebagai
berikut?®

1. Tindakan yang dapat dihukum;

2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;

3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;

4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihuk
(toerekeningsvatbaar

Berdasarkan pada pendapat tersebut perbualbstruction of
justice yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-UndangNolaiin
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiabarkan sifat
perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsilr dildm pendapat
tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pas&lagal 21 Undang-
UndangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Klifidana
Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategor sebagai
osbtruction of justice,yang secara formil perbuatan tersebut adalah
perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi @idan
didalamnya.Berdasarkan sifatnya perbuatabstruction of justice
ditujukan agar suatu proses hukum terhadap sespedalgu tindak pidana
menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah batenty bahwa
perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan padaldaaikannya proses

peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikargnpntutan maupun
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pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan olehabatej yang
berwenang.

Dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa pejabat yang
melaksanakan proses tersebut adalah pejabat yamgikn&ewenangan
untuk melakukannya, ataupun mungkin apabila petadak mengetahui
dengan benar mengenai pejabat yang melaksanakanéegan tersebut,
maka pelaku tetap bertanggung jawab atas tidakndipeya permintaan
atau perintah tersebut, hal tersebut sebagaimdae darestHoge Raad
tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 8503 yang
menyatakarf™Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die
vordering doet, een ambteenaar is, bevoegd totlben der vordering. Bij
een naat de uiterlijke omstandigheheden bevoegdedgn, komt het
risico, of de vorderende persoon interdaad bevasgsioor rekening van
dengene, die de vordering trotseerf’ang artinya :

Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwangra
yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegeeuairi
yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersehka
berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguamgenai
apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarerggpakan
orang yang berwenang untuk mengajukan permintapertsetu
atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung olahgyang tidak

memenuhi permintaannya.” (H.R. 11 Maret 1895, W37%628
Oktober 1895, W. 6734).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya keseargafau niat
dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam addstruction of justice

diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bgbsvbuatan yang

20 Lamintang Dkk,Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Kepentinddukum NegargSinar
Grafiika 2010).[647].
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dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatangan perintah
jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakyt@meriksaan,
penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengdakén penyidikan
ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokak sesang dihadapi.
Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwajudlari niat tersebut
adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapank untelakukan
perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbyatemn secara nyata
menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakah pgjabat yang
berwenang, sehingga seorang yang dengan peririatajadiperintahkan
untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetadhwa hal

tersebut merupakan bagian dari proses hukum yatangalilaksanakan.

Menyetir pendapat dari Ellen Podgor, dalam Shintustina,
yang dalam pendapatnya menyatakan sebagai bétikat prosecutors,
the crime of obstruction of justice is an offenisat tis relatively easy to
prove. This is in part because the statue doesreqtire an actual
obstruction. Under the omnibus clause of 81503 trab8on of justice

marely require an “endeavor” to obstruct of justice

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelasnkisabahwa
dalam tindak pidana meghalangi proses hukwoivstfuction of justice
selain ditinjau dari perbuatannya yang telah meradahya kesalahan dari

si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengaghaga maksud, serta

2L Shinta Agustina DkkObstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalafgoses Hukum
Dalam Upaya Pemberantasan Korug¥hemis Book 2015).[31].
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perbuatan tersebut secara nyata telah bertentadgagan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka terhadapaiarbtersebut dapat

dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

b. Tindakan Obstruction Of JusticdDalam Ketentuan Pasal 21 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasanak ifddana
Korupsi.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun I88¢ang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunysetiap orang yang
dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengkmgalsecara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutiEan pemeriksaan
disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakataupun para
saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidgemjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua ksg¢léahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lpuluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratiasrjpia)”.

Unsur perbuatan dalam ketentuan tersebut adalajadesengaja
mencegah, merintangi, atau menggagalkan secaraulaggatau tidak
langsung, apabila dilihat berdasarkan karakterigékbuatanobstruction
of justice, sebagaimana dijelaskan oleh Kendall, yang mengatak
perbuatan atau percobaan tersebut dinyatakan sebiagak pidana
menghalangi proses hukum, apabila terpenuhi 3)(tigaur penting yaitu :
(1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya grbskum pending

judicial proceedings)(2) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari
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perbuatannydknowledge of pending proceeding€d) Pelaku melakukan
atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuark ungngganggu
atau mengintervensi proses atau administrasi hykgtmg corruptly with
intent), Selain itu dalam beberapa peradilan di Amerikadiliahkan satu
syarat lagi yakni haruslah dapat dibuktikan terdakwemiliki “motif”
untuk melakukan tindakan yang dilakulan.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat diketalvahwa
ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ghbtetang No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanap&ionoerupakan
pengertian secara umum dari tindakalostruction of justice tersehut
sehingga ketentuan mengenai perbuatastruction of justiceyang tidak
diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang MoT&hun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yamgam@ mengenai
kewajiban saksi untuk memberikan keterangan yamgrbdan Pasal 23
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembeesantagdak
Pidana Korupsi mengenai tindak pidana yang diawland peraturan
pidana umum yakni dalam Pasal 220 KUHP memberikagporbn/
pengaduan palsu, Pasal 231 KUHP menyembunyikanabsitetan, Pasal
421, 422 dan 429 KUHP mengenai tindak pidana daédratan, secara
tidak langsung termasuk dalam pengertian perbugaaig diatur dalam
Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentamgo®&antasan

Tindak Pidana Korupsi.

2bid.83.
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Apabila dirumuskan berdasarkan unsur-unsurnya dalam
ketentuan Pasal2l Undang-Undang No. 31 Tahun 198ftafg
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat unssur sebagai

berikut :

Unsur Subijektif: Setiap orang
Dengan sengaja
Unsur Objektif: - Mencegah, merintangi, atau memggdjean secara
langsung atau tidak langsung
- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriks
disidang pengadilan terhadap tersangka

terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif dalam hal mmgnurut
Pendapat Satochid Kertanegara merupakan unsur-yasgrada pada diri

si pelaku yaitu berup®:

1) Toerekeningsvatbaarhatau pertanggung jawaban pidana dari si pelaku;

2) Schuldatau kesalahan yang ada pada diri si pelaku.

Pertanggung jawaban pidana dari pelaku disini dgudkan
adalah pelaku sebagai subjek hukum baik orang ggan, ataupun badan
hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban piddaanpa adanya
alasan dari si pelaku sehingga tidak dapa dikeig@ng. Lebih jauh Elwi

Danil dalam pembahasannya mengenai permasalahgk sutkkum dalam

“Kartanegara (n 70p.Cit 247.
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tindak pidana korupsi yang mana dinyatakan bahvigekuindak pidana
korupsi tidak pernah diatur secara khusus berdasakkalifikasi tertentu
atau selalu dinyatakan dengan perumusan “barargjsiapau dalam
Undang-Undang No. 31 Tahun 199 Tentang Pemberantastak pidana
korupsi dirumuskan dengan “setiap orang” sehingtgpat diartikan siapa
saja, namun terdapat perbedaan pendapat di kalapgaegak hukum,
bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsiaddpkegawai negeri,
sedangkan diluar itu haruslah dikeluarkan darirkei@ mengenai undang-

undang korupsi tersebtit.

Bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut,aelyarsubjek
hukum atau pelaku tindak pidana dalam ketentuaal RdsUndang-Undang
No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakn®&id&orupsi,
semestinya adalah pelaku itu sendiri yang padamakkukan perbuatan
sedang dikenai atau dilaksanakan proses penyidika@nuntutan,
pemeriksaan sidang terhadapnya ataupun pelakydam berkaitan dengan
hal tersebut. Dalam ketentuan ini pelaku sebaghjekuhukum dalam
tindak pidana ini tidaklah dapat dikualifikasikagbagai orang yang sedang
menjalani proses hukum ataupun orang lain yangeperkingan dalam
proses hukum yang dilaksanakan, hal tersebut dumikiam agar ketentuan
ini dapat menjangkau semua pihak-pihak dalam upangnjaga agar
terhadap pelaksanaan penyidikan, penuntutan darerpesaan di sidang

pengadilan dapat dilaksankan sebagaimana mestinya.

24 Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantagan(Rajawali Pers

2016).[105-106].

37



Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah tedexigan
subjek hukum dalam delikbstruction of justiceyakni apakah seorang
pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketansebagaimana dalam
ketentuan Pasal 21 UndangUndang No. 31 Tahun 1988tang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap patatean tersebut
kiranya memang dalam salah satu unsur pasal ketentakni :“setiap
orang” tidak dikualifikasikan dalam bentuk pelaku tertermamun dalam
penerapannya tentu saja perlu diperhatikan asaseadam hukum pidana
dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukdangi dikenal adanya
prinsip bahwa seorang tersangka atau calon teraamljlarang untuk
memberikan keterangan yang memberatkan dirinyayatag pada akhirnya
justru membuktikan kesalahannya, prinsip tersebkénal denganself
incrimination® Berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHAP secara jelas
dinyatakan bahwa tersangka dalam memberikan kef@naharus “bebas”,
berdasarkan “kehendak” dan kesadaran nuraninyaggeh jawaban atau
keterangan yang diberikan oleh tersangka dihadgesyidik, diberikan
tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bapapurf® Berdasarkan
ketentuan tersebut sehingga seorang tersangkaalidalkharuskan untuk
mengatakan hal-hal secara benar yang dialaminyah d&larena hak
tersangka untuk memberikan keterangan yang bebasaisalengan
kehendak. Berdasar pada hal tersebut apabila khkaidengan teori

“kriminalisasi diri” atau self incriminationtentu saja seorang tersangka

% Munir Fuady DkkHak Asasi Tersangka Pidarfencana 2015).[56-57].
% M Yahya HarahapPembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Hiswyi Dan
Penuntutan2nd edn, Sinar Grafika 2010).[332-333].
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dalam memberikan keterangan adalah keterangan #iedag membuat
dirinya dapat dipidana, sehingga hak untuk “ingkatdu “mungkir” adalah
dibenarkan sesuai ketentuan tersebut. Dalam hakukbnnya perbuatan
yang dapat menghalangi proses hukum, apabila khartbahwa “hak
ingkar” tadi merupakan kebohongan untuk menutupbyegannya, maka
tidaklah tepat apabila perbuatan tersangka terselmiggap sebagai

“obstruction of justice”

Sedangkarschuld atau kesalahan disini adalah berkaitan dengan
perbuatan ‘dengan sengaja’ tadi sebagaimana dafaor subjektif kedua
unsur pasal tersebut, yakni sengaja sebagai makaudtujuan yang mana
apabila mengacu pada adanya teori perkiraan kekelfdzorstelling
theory), maka seorang dianggap sengaja atau memilikindeteapabila dia
dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa sudiat atu pasti
terjadi atau mungkin terjadi karena perbuatannydaim konteks perbuatan
obstruction of justicedalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanap&ionersebut,
tidaklah perlu dibuktikan apakah sesorang berkedlegiar proses hukum
baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaangidnenjadi tercegah,
terintangi atau tergagalkan dengan adanya perbyatamndilakukan oleh si

pelaku, namun cukuplah bahwa dengan adanya perbyatg dilakukan si
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pelaku mengetahui perbuatan tersebut dapat mencegatintangi atau

menggagalkan suatu proses hukum yang sedang ditetess’

Selanjutnya berkaitan dengan unsur objektif, atdthhl yang ada

diluar diri si petindak yang menurut Satochid Keegara dapat berupa :

1) Perbuatan;
2) Akibat;

3) Masalah ¢mstandighedén

Perbuatan dalam hal ini adalah unsur perbuatarmdi&tentuan
Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentamgb&antasan
Tindak PidanaKorupsi, yakni perbuatan mencegah, intaggi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsuag@nDprakteknya,
perbuatan tersebut haruslah dapat dibuktikan memgenbuatan-perbuatan
konkrit yang dilakukan sehingga dalam perbuatasetart telah memenubhi
unsur pidana. Dalam peraturan mengenai tindak pideorupsi tidak
mengenal adanya percobaan perbuatan yang dirumuwstam ketentuan
Pasal 2, 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, selaagadijelaskan dalam
ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun IB&Stang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasaamdalasal tersebut
hanya dinyatakan : “Ketentuan ini merupakan atukdmusus karena
ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tpidaka pada
umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancamigananya”. Apabila

mengacu pada ketentuan tersebut sehingga terhatepidan dalam Pasal

'Shinta Agustina Dkk (n 10Pp Cit[113-114].
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21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemtasam Tindak
Pidana Korupsi, masih dapat diterapkan ketentuanger&i percobaan

tersebut.

Sebelum dilakukannya suatu perbuatan pastilah didatlengan
perbuatan permulaan ataupun perbuatan persiapgnagan sehingga dapat
terlaksana suatu perbuatan, atau dalam hal inaldsrbuatan mencegah,
merintangi, atau menggagalkan secara langsungtidigu langsung. Elwi
Danil dalam pendapatnya mengenai percobaan tindden@ korupsi
memberikan penjelasan bahwa dalam suatu delik ESPsgsorang dapat
disangkakan telah melakukan percobaan tindakpidamapsi bilamana
orang tersebut telah memulai melakukan tindakam g@&rbuatan yang
dilarang oleh undang-undang, maka telah ada suatmytaan tindakan
pelaksanaanvan uitvoeringshandelingsehingga setelah adanya perbuatan
permulaan tindakan pelaksanaan tersebut maka seqrataku tindak

pidana sudah dapat dikenai pidana.

Perbuatan dalam perumusannya sebagai suatu perbtiaidak
pidana ¢trafbaar fei}, menurut Simons haruslah memuat beberapa unsur

yakni:=*°

“Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 TaB@8 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

29 Elwi Danil (n 13)Op.Cit[127].

% Kartanegara (n Mp Cit[65].
Dibid.[66-67].
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1. Suatu perbuatan manusia mdnselijk handelinggn Dengan
handelinglimaksudkan tidak sajeeen doen” (perbuatan), akan tetapi
juga“eennalaten” (mengakibatkan);

2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkidarpdg dan diancam
dengan hukuman oleh undang-undang;

3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yapgtdlipertanggung
jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena mietakuperbuatan

tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu perbuatamcegeh,
merintangi dan menggagalkan haruslah memuat umsuryperbuatan yang
ada dalam suatu tindak pidana sebagaimana dalanusammSimons
mengenai strafbaar feit Bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan
menggagalkan yang dimaksudkan sebagai perbuatamsmagenselijk
handelingeh dalam ketentuan Pasal 21 UndangUndang No. 31nTa889
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sagata telah dilarang
dan diancam dengan pidana. Terhadap perbuatantiattakan manusia
tersebut dilihat dari adanya akibat aktif, tindakdaersebut dapat
merupakarf®
1) Een bewuste handelirigindakan dengan kesadaran );

2) Een gewilde handelin@indakan disertai dengan kemauan).

Sehingga apabila perbuatan dilakukan dilakukanradga#ak sadar
maka bukan merupakan tindak pidana dan tidak déigahai pertanggung

jawaban pidana.Dalam perbuatan mencegah, merintiamgmenggagalkan
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secara langsung dan tidak langsung dalam keterfaaal 21 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasanakirtldana
Korupsi, tentunya perbuatan tersebut haruslah wklak setelah adanya
suatu perintah tertentu dalam pelaksanaan penyidipgnuntutan dan
pemeriksaan sidang, sebagai unsur keadaan yangladm ketentuan
tersebut, sehingga seseorang yang melakukan parbtetsebut haruslah
mengetahui bahwa perbuatan mencegah, merintangi niamggagalkan
secara langsung dan tidak langsung adalah ada gaboya dengan proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang gadgng dilaksanakan

atau memiliki motif untuk melakukan perbuatan tbtge

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan datasel di
atas kriteriakriteria perbuatan menghalangi prgsemdian tindak pidana

korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Khairul Fadtizh®

1. Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktugkehekum sedang
atau akan melakukan proses peradilan dalam peKkaxgsi, pelaku
tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentngale tujuan agar
proses peradilan tidakdapat dilaksanakan dan ysslaku tindak pidana
tersebut memang berhasil;

2. Merintangi dapat kita defenisikan mempersulit suatdakan yang akan
dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelakdaki pidana

tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedanglda melakukan

#IMarkhy S Gareda, ‘Perbuatan Menghalangi Proses dib@ma Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Junct&NoL20 Tahun 2011 (Lex Crimen Vol.
IV/No. 1/Jan-Mar/2015).” (2015) Vol. IV Lex Crimdt38].
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proses peradilan dalam perkara korupsi, pelakuakindidana telah

melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agaegmeeradilan yang
sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakemaplakah perbuatan
tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupayarat. Jadi di sini
cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengakapada

perbuatan menggagalkan atau menghambat prosesla®rad

. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pitensabut adalah
pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakpkases

peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak qmadtelah melakukan
perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses [@ragang sedang
dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tingidiana tersebut
memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat $naakan tidak

mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yelay di lakukan

menjadi suatu kegagalan.

Bahwa Dalam perbuatan mencegah, merintangi dan
menggagalkan secara langsung dan tidak langsuamdadtentuan Pasal
21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemiasiamn Tindak
Pidana Korupsi, merupakan delik formil, sehinggéikdeersebut telah
selesai dilakukan tanpa mensyaratkan adanya aiéa ditimbulkan
dari perbuatan, yakni menjadi tercegah, terintaaigu tergagalkannya
suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidamgy sedang
dilaksanakan, namun cukup dengan melakukan perbuatncegah,

merintangi dan menggagalkan yang berdasarkan ENgEiNYya,
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perbuatan tersebut dapat menghalangi atau menggaliatu suatu

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang rpekauatan sudah

dianggap selesai atau delik selesan{toid).

C. Jarimah

1.

Pengertian Jarimah

Dalam Figih Jinayahjarimahdisebut juga dengan tindak
pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalafa megi hasil
perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang
diusahakanny&Pengertianjinayahsecara bahasa adalah suatu istilah
untuk perbuatan yang dilarang oleh sara’, baik feeryperbuatan
tersebutmengenai jiwa, harta, atau lainfiya.

Ada beberapa macam pengertigarimah(tindak pidana):
menurut bahasgarimahadalah melakukan perbuatan-perbuatan atau
hal-hal yandang dipandang tidak baik, dibenci akeainusia karena
pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalmy \urus
(agama)*

Pengertian secara umjarimahadalah pelanggaran terhadap
perintah dan larangan agama, baik pelanggararbtéregengakibatkan

hukuman duniawi maupun ukhraf#Pengertian jarimah menurut Imam

%2 H. Ahmad Wardi Muslich, op cit, h. 1

33 | bid
% |bid, h. 9
% bid
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al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilacéely syara’, yang
dengan hukuman had atau takZir.

Pengertian tindak pidana hukum positif, oleh Mrediha yaitu
rangkain perbuatan manusia yang bertentangan demgiang-undang
atau peraturan perundangan lainnya, terhadap parbuaaka
dikenakan hukumatiSedangkan tindak pidana dalam hukum positif
disebut juga dengan peristiwa pidana atau delikdknpidana yang
dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “straftfadt. Strafbaar
feit disini terdiri dari 3 kata, yakni star adalpidana dan hukuman,baar
adalah dapat dan boleh, sedangkan feit adalah ktinparistiwa,
pelanggaran dan pembukti&h.

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah aemu
peristiwva  perbuatan yang  bertentangan dengan  hukum
pidana®®Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalahupeb
yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang manertdisdengan
ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangaebigr®alam Figih
Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatlakt pidana,

apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

. Unsur formal yaitu adanyaash (ketentuan) yang melarang perbuatan

dan mengancamnya dengan hukuman.

24

3" Drs. Adamin Chazawi, S. H, Hukum Pidana, (Jakd&:Raja Grafindo Persada, 2002), cet. V,

38 |bid h. 69
% bid, h. 61
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b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang memik jarimah,
baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikdpk berbuat
(negatif).

c. Unsur moral adalah orang yang cakapudllaf) yakni orang yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidayang
dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yanigko&annya gila
atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakammak, karena ia

orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaaritf

2. Bentuk-Bentuk Jarimah
Dalam Figh Jinayghrimah (tindak pidana) dibagi menjadi

bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentakmah (tindak

pidana) terbagi atas:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman.

Dari segi berat ringannya hukumajgrimah dapat dibagi

kepada tiga bagianantara lain:

1) Jarimah hududadalahjarimah yang diancam dengan hukumhad
Pengertian hukumahad adalah hukuman yang telahditentukan oleh
syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).Adaparimah-
jarimah yang termasuk dalamarimahhududadalahjarimah zina,
jarimah menuduh zinajarimah perampokanjarimah pembunuhan,

jarimah pemberontakan, pencurian, danmah minuman keras.

“0H. Ahmad Wardi Muslich, op. cit, h. 28
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2) Jarimahqgishashdan had adalah jarimah yang diancam dengan
hukumangishashatau diat. Baik gishashdan had keduanya adalah
hukuman yang sudah ditentukan osfara’. Adapunjarimahjarimah
yang termasuk dalarjfarimahgishashdan had adalah pembunuhan
sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunikhsena
kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiagalrséingaja.

3) Jarimahta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan dalghra’,
melainkan diserahkan kepadél amri, baik penentuannya maupun

pelaksanaannya.

b. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi niatnyaJarimahtindak pidana) itu dapat

dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Jarimahsengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana wagh
direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumahg olan
dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumsébtgt, dan
sebagainya.

2) Jarimah tidak sengaja, yaitu pelaku tidak-sengaja untuk
melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuataelter terjadi
sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misadegeorang
melempar batu untuk mengusir binatang (anjing)naksapi batu

tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.
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c. Ditinjau dari segi objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkelea
Jarimah(tindak pidana), mak@rimahitu dapat dibagi dua bagian,

yaitu:

1) Jarimah (tindak pidana) perseorangan, yaitu sugumah di
mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuindomgi
hak perseorangan (individu). Misalnya: penghingaenipuan,
dan sebagainya.

2) Jarimah (tindak pidana) masyarakat, yaitu sugarimah di
manahukuman terhadap pelakunya dijatunkan untukncweigi
kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahaan
pokok, korupsi, dan sebagainya.

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

Ditinjau dari segi cara melakukannyarimah dapat dibagi

kepada dua bagian, yaitu:

1) Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakuka
perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan
permukulan.

2) Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seieldk

mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.
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e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Ditinjau dari segi motifnygarimah (tindak pidana) dapat

dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Jarimah (tindak pidana) biasa, yaitu jarimah(tindak pidagaing
dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan
tujuantujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membh,
menganiaya; dan sebagainya.

2) Jarimah(tindak pidana) politik, yaityarimah (tindak pidana) yang
merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemeriatab
pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap gariss galitik yang
telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemitaican
bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maddiiik,

perang saudara, dan sebagaitlya.

“LProf. D. H. A. Djazuli, op. cit, h. 23-25
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BAB |11

KELEMBAGAAN BADAN PENGAWASKPK

A. Gagasan Awal Terbentuknya Dewan Pengawas KPK

Korupsi yang mengakar kuat selama bertahun-tahlamdingkar
kekuasaan para pejabat pemerintah di Indonesia,boteitkan sebuah
penyelesaian serta penuntutan perkara korupsi Harsigdang pengadilan.
Dan pada akhirnya salah satu tawaran yang diberddgalah dengan
membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yamegddsarkan
pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tgrmiamberantasan
tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya di useliKomisi
Pemberantasan Korupsi adalah: “lembaga Negara ydingdalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indepatan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun”.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adddrmghaga yang
diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan teapatindak pidana

korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepatislan Kejaksaan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam reatekan
tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, gabsna dimaksud

dalam pasal 6 huruf ¢, KPK berwenang:

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;



b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untukararg seseorang
berpergian keluar negeri;

c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga kewmatajanya
tentangkeadaan keuangan tersangka atau terdakwg wadang
diperiksa;

d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuanganyd&aiuntuk
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsiikmtersangka,
terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersaaigkaterdakwa
kepada instansi terkait;

f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangaansaksi
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabs@mentara
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukanu atimiliki oleh
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkanawk yang cukup
ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yeoeng diperiksa;

g. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansegak hukum negara
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dayitpan barang
bukti diluar negeri;

h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain ydegkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan peafgitaan

dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedamaggtmni*

! |smail, Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak R#da&orupsi Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20Iyrnal liImu Hukum Legal Opinion, Vol 01 No. 02
(2013), 3-4.
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Sejak lama masyarakat dibuat jengah jika berbicseputar
korupsi. Di satu sisi, korupsi sering dijadikan &ahpembicaraan dan
berita utama di media masa, namun pada sisi laimgankan
penyelesaiannya, kalanjutannya pun kadang tidalas.jelSebagian
masyarakat berharap pemberantasan korupsi dap&tkiin secara cepat
dan tuntas, terutama terhadap koruptor-koruptoarb@gand corruption).
Masyarakat seperti tidak sabar dan memandang nmuelaimtasan kasus-
kasus korupsi, karena memang telah sekian lamacalikakan oleh

pemerintah dan aparat penegak hukum.

Banyak orang mengira bahwa merajalelanya korussbdibkan
kurang lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentwargyercantum dalam
pemberantasan korupsi, sehingga perlu ada penyeamur tetapi ada
fakta sejarah ketentuan tentang pemberantasan akafalkorupsi telah
lima kali diganti dan juga diubah tetap saja meukikgn korupsi terus

meningkat

Pada perkembangannya, korupsi tetap pada satunyeatabesar,
bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas. iRealmasih
menunjukkan bagaimana penegakan hukum seakan mameleghadapi
korupsi. Padahal dari sisis aturan dan kelembagadah memadai dan
bahkan terus diperbaharui. Indikasi tebang pilildargya benturan

kepentinganehingga melahirkan cukongisasi korugsgyuar biasa, atau

’Eggi SudjanaRepublik Tanpa KPK Koruptor Harus Ma(Burabaya: JP BOOKS, 2008), 203.

3Agnes Widanti S, DkkRefleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Sumbangarangan
untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Prof. DrGunawan SetiardjgSemarang: Penerbit
Universitas Katolik Soegijapranata, 2005, 109.
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pengambilan aset hasil korupsi yang menghilangkapelka hukum
koruptor tentunya bukan tontonan baru bagaimanapsbitu sulit untuk

diberantas.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidanapsior
yang dilakukan secara konvensional selama ini krbmengalami
berbagai hambatan, untuk itu diperlukan metode gedtan hukum secara
luar biasa melalui pembentukan suatu badan khuang ynempunyai
kewenangan luas, independen serta bebas dari keknasnapun dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yangkgalaannya

dilakukan secara optimal, intensif, profesionatiasberkasinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah
indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yarsg dalam usaha
memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijateasebut tertuang
dalam berbagai peraturan perundang-undangan ari@m dalam
penetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penygjara negara
yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotishnga Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Seiring perkembangannya UU KPK telah mengalamiReyastu
dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KmEnjadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan padanbséptember
2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidamagso Revisi UU

KPK tersebut setidaknya ada 7 pasal yang direwakl) DPR RI, dan juga

YIbid, V
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wacana pembentukan dewan pengawas. Akibat daryadamisi tersebut
menimbulkan berbagai reaksi penolakan dari berbelgaien masyarakat
Indonesia. Namun hal itu tidak menyrutkan niat pentgh untuk

membentuk dewan pengawas dan mensahkan UU NomiaHith 2019.

Tentunya harus hati-hati dan tidak boleh asal dajaoses
pembuatannya. Ada beberapa landasan hukum yang dgrerhatikan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hagang ditaati
oleh pihak yang berwenang. Landasan utama dariutPanaPerundang-
undangan tentu mengacu pada Pancasila yang merupakaer segala
sumber hukum negaraldan Undang-Undang Dasar Negepblik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukumardaslam
Peraturan Perundang-undangan?2 selaku konstitusauidegara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pada Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa keterngm
lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-ungamgdiatur dengan
undang-undang. Kemudian Peraturan Perundang-undariganbali
dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengeranlientukan
Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum ter8lgtigh) landasan
hukum Pembentukan Peraturan perundang-undanganuyamg. Adapun
3 landasan tersebut adalah landasan filosofis,akard sosiologis dan

landasan yuridis.
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B. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas
Dalam tataran prosedur dan persyaratan tetmggwasan
diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undasgadara global karena
rincian teknisnya akan diatur dalam Peraturan Beessebagaimana telah
diamanatkan oleh undang-undang ini.Beberapa aspeésedur dan
teknis pengawasan yang diatur dalam undangamdini adalah

sebagai berikut;

Pertama aspek penyadapan yang bisa dilakukan jidah
mendapatkanizin tertulis dari dewan pengawas asard permohonan
tertulis dari pimpinan KPK. Dewan pengawas dapamiverikan izin
tertulis tersebut, paling lama 1 x 24(satu kaladaluh empat) jam
terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mem#tap izin dari dewan
pengawas, penyadapan dapat dilakukan paling l&@n@nam) bulan
terhitung sejak izin tertulis diterima dan pdadiperpanjang 1 (satu)

kali untuk jangka waktuyang sama.

Kedug asspek penggeledahan dan penyitaan dalansesro
penyidikan, penyidik  dapat melakukan penggeladah dan
penyitaanatas izin tertulis dari dewan pengawaDewan pengawas
dapat memberikan izin tertulis atau tidak rhberkan izin tertulis
terhadappermintaan izin tersebut paling lama % x(2atu kali dua puluh
empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Atasggeledahan dan

penyitaan yang dilakukan, KPK wajib membuat beritecara
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penggeledahan dan penyitaan pada hari pemgdee dan penyitaan

paling sedikit memuat:

1. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharggang digeledah
dan disita,;

2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, huldan tahun dilakukan
penggeledahan dan penyitaan;

3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasanpaatau benda
berharga lain tersebut;

4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang koddan penggeledahan
dan penyitaan;

5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau oraymng menguasai
barang tersebut.Sedangkan salinan berita acarag@edghan dan
penyitaan tersebut, disampaikan kepada tersangk&atuarganya;

Ketiga aspek kode etik pegawai dan pimpinan KéiKiana
dewan pengawas memiliki tugas sebagai berikut;

. Menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komish&gantasan

Korupsi;

. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masydrakengenai adanya

dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan danviRedaPK;

. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa  adanyhigaan

pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan PaglWK;

. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan PegawdPK secara

berkala 1 kali dalam 1tahun.
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Keempat aspek pelaporan, bahwa dewan pengawas na¢mbu
laporan pelaksanaantugas secara berkala 1 (sditalakam 1 (satu) tahun
yang disampaikan kepada Presiden Republik Indondsia Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kelima, aspek penghentian penyidikan yang diaturagab
berikut; bahwa KPK dibawah Undang-Undang Nor@dehun
2019memiliki  wewenang menghentikan penyidikaan ghenuntutan.
Apabila hal ini maka harus melaporkan kepada DeRangawas paling
lambat satuminggu terhitung sejak dikeluarkannyrat Perintah
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.

Keenam aspek pembentukan organ pelaksana pengawas, bahwa
dewan pengawas dalam menjalankan tugas dan naegeya, harus
membentuk organ pelaksana pengawas yang detaikayadiatur dengan
Peraturan Presiden.Materi muatan dalam Undamghn KPKhasil
revisi yang paling krusial dan banyak mendeggberhatian publik
adalah dibentuknya dewan pengawas denggas tudan wewenang
yang luar biasa kuat.

Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas. Dewan peaga
berhak mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang i{&beri izin
atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan,peéiayitaan yang
dilakukan KPK; menyusun dan menetapkan kode giiknpinan dan
pegawai KPK; menindaklanjuti laporan masyarakatkait dugaan

pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.Dewzengawasjuga
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berwenang menyelenggarakan sidang pemeriksaatugaan
pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPKtaserengevaluasi
kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkalat@jkali dalam 1
(satu) tahun.

Aturanini  menjadikan kewenangan dewan pengaggsb
besar didalam KPK. Mereka bisa masuk ke datakmis penanganan
perkara, baik itu penyadapan, penyitaan, mayganggeledahan.Jadi,
tugas dan kewenangan yang diatribusikan kepadandpemgawas bukan
hanya tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan weyiR&q lebih dari

itu, ada kewenangan perizinan yang bersifat priisjas

C. Landasan Hukum Terbentuknya Dewan Pengawas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dibentuk
berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisibgeamtasan tindak
pidana korupsi, sementara untuk tindak pidana Issrupdalah
sebagaimana telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1888ang
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimaala télibah menjadi
UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU3Nllolahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaiamana telah dimaksud dalam UU No. 31 Tal@9 1

tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebakodapsi, kolusi dan

®Olivia Umar, Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemriasan Korupsi Menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Kedua Atas Undadgng Nomor 30 Tahun 2002,
Jurnal.  http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdhédefview/7123/6438 di akses pada 26
November 2020
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nipotisme, hal itu diharapkan negara dapat terbdbagerbuatan tercela,
sehingga terbentuk aparatur negara yang benar-bersih dan bebas dari
perbuatan korupsi, kolusi dan nipotisfne.

Sepanjang KPK melakukan pemberantsan terhadagktpidana
korupsi dengan cara pencegahan dan penindakaR, getaah sepi dari
permasalahan yang cukup melemahkannya, berbagaanmaeristiwva
yang menguji keberadaan KPK, seperti bagian mekkylengajuan uji
materi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan@taiNo. 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana kofuphki. setelah itu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Revisi aths No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan KorupsgjatetJU No. 19
Tahun 2019 tentang perubahan atsan UU No. 30 TR&02 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Dewan Pengawas Sebagai Check and Balances
Dalam hakikatnya, berdasarkan pasal 1 ayat (3) UWRD 1945

disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukunsekomegara hukum
dipahami sebagai filsafat atau teori politik yangnantukan sejumlah
alasan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagaa gaosedural yang
diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasdrkom. bagi warga
negara, konsep negara hukum bersifat preskriptflggis protektif.

Preskriptif, karena ia menetapkan tindakan yangerdyaratkan oleh

®Jimly Asshiddigie Perkembangan Dan Konsolidasi Negara Pasca Refor(dakarta, Skretariat
Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitug006), 227

"Bukum KHN, Pemberantasan Dan Pengkajian Legislasi Serta Peatahan Actual Dibidang
Hukum(Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2011), 75.
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hukum. protektif, karena ia menentukan bahwa pertadriharus bertindak
sesuai hukurfi.

Menurut Jennings, doktrin negara hukum mengandwhgiapa
komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa negara secara keseluruhan diatur oleh hukum.

2. Tercantum prinsip pemisahan kekuasaan dengan chak&ncegah
kediktatoran atau absolutisme.

3. Mencakup prinsip persamaan.

4. Mengandung gagasan tentang kemerdekaan.

Ciri pemisahan kekuasaan dalam negara hukum d#pedakan
kedalam beberapa aspek oleh G. Marshall dalam lyaktionstitutional
Theory,diantaranyalifferentiation, legal incompability of office hatd),
isolation or immunity or independence, check andlamzes,and
coordinate status and lack of accountability.

Aspekcheck and balanceseringkali dijadikan kata-kata yang
menghiasi jalannya doktrin negara hukum, dimanandaspek ini setiap
cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabamg lgan. Dengan
adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing orgamm&a#n itd.

Secara asas, bahwa anggapan untuk mengimbangi semua
kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawagardilakukan.

Berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia @too Watch

8Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 201Henataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca
ReformasiJakarta: Kencana.,| 27.
° Ibid, 32
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menyatakan ada tiga jenis model lembaga pegawasy yaodel

pengawasan internal, model pegawasan semi interdah model

pengawasan eksternal.

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh peminddng-
undang dalam revisi UU KPK, maka dapat diketahungyanenjadi
kewenangan Dewan Pengawas adalah:

. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisbétantasan
Korupsi.

. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyahgp
penggeledahan, dan/atau penyitaan.

. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan danyeadePK.

. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakeengenai
adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpiaanpégawai KPK
atau pelanggaran ketentuan dalam UU.

. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanyaadugade etik
oleh pimpinan dan pegawai KPK.

. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK

Sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan BRweag
dapat dikategorikan sebagai model pengawasan atteiviodel ini
dilakukan dengan membentuk sebuat unit pengawadzagai salah satu

divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi

Salah satu hal yang menjadi titik fokus ialah, giran Dewan

Pengawas yang dipilih oleh presiden. Sehingga dRresmemiliki hak
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prerogratif dalam pemilihan Dewan Pengawas yanginbetlitentukan

apakah akan ditunjuk secara aklamasi atau melahitip seleksi.

Selain itu, kewenangan untuk memberikan izin atalakt
memberikan izin  penyadapan,penggeledahan  dan/atamyitgan
dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam benantas
korupsi. Terhitung berdasarkan survey LS|, KPK rpakan lembaga
yang dipercaya publik dengan presentase 84% amgkaenaruh harapan

rakyat Indonesia atas pemberantasan mafia korupsilohesia.

Dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak enBiPR
terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bgiemggunaan hak
angket tidak dapa dilakukan ketika KPK menjalankagas penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan sebab independensi dbaashya KPK dari
pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melakeamagas dan

wewenangnya.

Cara berpikir ini dapat diletakan dalam kemungkimaenolak
pemberian izin oleh Dewan Pengawas kepada KPK sadakukan
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebaggianbalari
penyelidikan dan penyidikan. Walaupun Dewan Pengavealalah
mekanisme pengawasan internal, namun hakikat persgew dalam
memberikan izin akan menghambat kinerja KPK dalaemiverantas

kasus korupsi. Sehingga independensi KPK dalamksahakan tugasnya
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sulit dipertahankan karena mendapat intervensi datam tubuhnya

sendiril®

E. Struktur dan Profil Anggota Dewan Pengawas K PK
Lima pejabat anggota dewan pengawas KPK yang reanmtik

oleh presiden pada akhir tahun 2019 lalu ialahgmlaerikut:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua Dewan Pengawas)

Lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli3194
Lulus sebagai sarjana hukum di Universitas TanjurgpPontianak
pada 1973. la kemudian mengabdikan diri kepadaraedangan
berkarir di Kejaksaan Agung dan kemudian diangkajadi Kepala

Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun pada periode 1992:19

Berbagai jabatan di Kejaksaan RI telah dilaluingatara
lain Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kiej8ulteng
(1993-1994), Kajari Dili (1994-1995), Kasubdit Panmanan
Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996—199&}intel Kejati
DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998—-1Q9Hajati
Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (20@B1), dan

SESJAMPIDSUS (2001-2003).

Pada tahun 2003, diusulkan oleh Jaksa Agung RIkuntu

bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaih ssatu

%M. Rosseno Aji. 2019SI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presidefan
Polisi. https://nasional.tempo.co/read/1241754Kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-
presiden-dan-polisi/full&view=okliakses pada 27 November 2020
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Pimpinan KPK periode pertama (2003-2007). TahurB2dangkat
sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos  IndonesiaPesgfo)
berdasarkan Keputusan Meneg BUMN. Pada Juni 20h§ghi
Desember 2019, Tumpak menjabat Komisaris Utama é&ind® 2
(Pesero) sebelumnya akhirnya dipilih oleh presidentuk
menduduki posisi pejabat sementara (PIt) PimpinBK lKada tahun

2009-2010.

Atas pengabdiannya, la pernah mendapatkan pengimarga
Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 1997, Satyadren&arya

Satya XXX 2003 dan Bintang Mahaputera Utama tatigi92

. Artidjo Alkostar (Anggota Dewan Pengawas)

"Pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948 ini memulai
karirnya sejak mendapat gelar sarjana dari Fakultagkum
Universitas Islam Indonesia (Ull) pada 1976. Sejak, ia
mendedikasikan diri menjadi dosen di universitargygama dan
menjadi advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yalgrta
sejak 1976-2000 hingga akhirnya ia dipilih menjBatiektur LBH

Yogyakarta pada 1989.

Pada 1989, Artidjo berangkat ke New York, Amerika
Serikat untuk mengikuti pelatihan khusus pengadadang Hak
Asasi Manusia di Columbia University. la juga mepeim

pendidikan di fakultas Hukum Nortwestern Universitilicago dan
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lulus di tahun 2002. la melanjutkan studi S3 di Jénsitas
Diponegoro Semarang dan mendapatkan gelar Doktar Hukum

di tahun 2007.

Sejak itu juga, la bekerja sebagai pengacara di dhum
Right Watch divisi Asia pada tahun 1989-1991.Puldag negeri
paman Sam, la mendirikan kantor hukum Artidjo Abaosand
Associates hingga kantor itu harus ditutup padarta2000 karena
dirinya diminta menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agu
RI.LEmpat belas (14) tahun menjadi Hakim Agung, djotijuga
dipilih menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Aguagls tahun
2014. Artijo purnatugas dari Mahkamah Agung padaviz? 2018

dan sudah menangani 19.483 perkara sepanjangyarirn

. Albertina Ho (Anggota Dewan Pengayas

Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januar
1960. la menjadi sarjana Fakultas Hukum Universdadjah Mada
(UGM) Yogyakarta pada 1985 dan meraih gelar Magidtegkum di
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada .R@@d lulus
dari UGM, Albertina menjadi calon hakim di PengadilNegeri
Yogyakarta dari tahun 1986 sampai ditempatkan keg&silan
Negeri Slawi, Jawa Tengah pada 1991 hingga 199&labeitu
karirnya berlanjut ke Pengadilan Negeri Temanggpada 2002-

2002 dan melengkapi karirnya di Provinsi Jawa Thanddbertina
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bertugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Cilagaga tahun

2002-2005.

Tahun 2005, Albertina diangkat sebagai Asisten
Koordinator di Mahkamah Agung Bidang Yudisial hiagg@008.
Selepas itu, la kembali menjadi hakim di PengadNageri Jakarta
Selatan hingga tahun 2011 dan menjadi Wakil KetaagBRdilan
Negeri Sungailiat Bangka Belitung hingga tahun 20B&rlanjut

menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat hingg/p42

Pengalaman Albertina di meja hijau semakin panjaetika
dia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan NeBatembang
pada tahun 2014-2015 dan kemudian pindah ke Pdagadegeri
Bekasi pada tahun 2015-2016. Melengkapi karirnydyemina
diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medada Juni
2016 hingga 2019, sebelum akhirnya pindah menjadkiV\Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang pada 27 September 201§ghin20
Desember 2019. Albertina diangkat menjadi DewargBeas KPK

oleh Preside Jokowi pada 20 Desember 2019.

Atas pengabdiannya, Albertina Ho telah mendapatkan
penghargaan Satya Lencana Karya Satya X, Satyaatancarya

Satya XX dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2018.

4. Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas)
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Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Ind@nessin
Doktor lImu Politik ini lahir di Bima, Nusa TenggamBarat pada 9
Oktober 1957. Lulus dari Fakultas llmu Sosial daiitR (FISIP)
Universitas Nasional di 1984, dan melanjutkan pdikdnnya di
Magister FISIP Universitas Indonesia hingga lulustahun 2002,
serta meraih gelar Doktor di Universitas yang sgoaala tahun
2008.Sejak 1985, Prof. Haris telah mendedikasikan rdenjadi
peneliti pada Lembaga lImu Pengetahuan Indonesid)(kelama 34
tahun. Selain menjadi peneliti, la juga seorangedoBasca Sarjana
lImu Politik di FISIP Universitas Nasional dan dosdlmu
Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia. Tahui®&2015, Prof.
Haris juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Aspdimu Politik

Indonesia (AIPI).

Pada tahun 1995-1998, la juga pernah menjadi koatah
penelitian Pemilu di Indonesia dan menjadi ketuan TRenyusun
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang BidangilPotkrsi
LIPI pada tahun 2007.Sejak 2017, Prof. Haris ditkrgebagai Ketua
Forum Nasional Professor Riset (FNPR) serta dipiiénjadi Ketua
Dewan Pakar Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenjirsggak tahun

2018.

Hingga saat ini, Prof. Haris telah menerbitkan BRubhasil
karyanya, dan menjadi kontributor untuk 62 bukula®asatu buku

karyanya, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Renga (LP3ES,
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1995) telah memperoleh penghargaan sebagai bubaiketi bidang
ilmu sosial dari Yayasan Buku Utama. Selain itu,juga pernah
mendapatkan pengharagaan Satyalancana Pembanguaan
Pemerintah Republik Indonesia di tahun 2018 danglipemgaan

Satyalancana Karya Satya 30 Tahun di tahun 2015.

5. Harjono (Anggota Dewan Pengawas)

Pria kelahiran 31 Maret 1948 ini merupakan lulusakultas
Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya pdda7. Di tahun
1981, Harjono meraih beasiswa pada program Mas$t@omparative
Law (MCL) pada Universitas Southern Metodist, Dslla

Texas, Amerika Serikat.

Harjono terpilih menjadi anggota Majelis Permusyaatan
Rakyat (MPR) sebagai utusan Jawa Timur pada taB@8. Kariernya
berlanjut hingga ia dilantik menjadi hakim konstituselama dua

periode yakni pada 2003-2008 dan 2009-2014.

Di akhir periode pertamanya sebagai hakim konstikiesrjono
sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MahkamahKasstiPada 12
Juni 2017 dilantik menjadi anggota Dewan Kehormd@anyelenggara

Pemilihan Umum (DKPP).

Penerima Bintang Mahaputera Utama tahun 2006 iga ju
tercatat pernah menjadi dosen pasca sarjana uragkam Strata-2 dan

Strata-3 Illmu Hukum dibeberapa Universitas sepéttiversitas
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Airlangga, Universitas Islam Indonesia, Universitaam Ratulangi,
Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitasislamldng, Universitas

Islam Sultan Agung, dan Universitas Udayaha.

F. Eksistens Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK
Dalam pasal 21 pada undang-undang nomor 19 tahlé [a@-uf

a dijelasakan bahwa dewan pengawas berjumlah 5ShgpraéSecara
fungsional dewan pengawas tersebut memiliki fusgbigai berikut?

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wew enang kommbegryantasan
korupsi;

2. Memberikan izin atau tidak meberikan izin, penyadapenggeledahan
dan/atau penitaan;

3. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan vgeg&omisi
Pemberantas Korupsi;

4. Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakengenai
adanaya dugaan pelanggaran oleh pimpinan dan peg&Ka

5. Menyeleggarakan siding untuk memeriksa adnya dugaslanggaran
kode etik oleh pimpinan dan anggota KPK;

6. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai kKdekara berkala, 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Yprofil Dewan Pengawas, 2020, https://www.kpk.gaditéntang-kpk/profil-dewan-pengawals
akses pada 26 November 2020
2Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pasal 37B, afsstd) dari huruf a-f
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8.

9.

Dalam rangka memberikan laporan Dewan Pengawas KPK
dilaksanakan secara berkala, dan laporang tershbampaikan kepada
presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilaky&aRepublik
Indonesia, sebagaiaman telah diatur dalan pasalayaB?2 (dua) dan 3
(tiga). Adapun dalam menjalankan tugas dewan peagjadibentuk organ
pelaksana pengawasan, ketentuan mengenai orgdsaeapengawasana
akan diatur oleh peraturan Presiddntuk dapat diangkat sebagai
anggota dari Dewan Pengawas harus memenuhipe@yaabagaimana
telah dia atur dalam pasal 37D:

Berstatus sebagai warga Negara Indonesia;

Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;

Secara kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani

Berintegritas dan bermoral serta mempunyai sifegl&danan;
Berprilaku baik

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusagaglilan yang
telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena miaakiindak pidana
kejahatan yang di ancam pidana penjara paling airfgklima) tahun
Memiliki usia paling rendah 55 (lima puluh limahtan ;

Berpendidikan minimal S1 (sarjana strata satu)

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai pdjiéepol);

10. Herus melepaskan jabatan structural atau jabaitamyks

11. Tidak menjalankan profesinya Selma menjadi angdetgan pengawas;

¥Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pasal 37C ayah 2
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12. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelajalbat sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yaladxter
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BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP DEWAN
PENGAWAS KPK BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG

NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK

A. Analisis Keberadaan Dewan Pengawas K PK

1. Dewan Pengawas Menjadi Problem Didalam KPK

Patut disadari bahwa pasca revisi Undang-Undang KPK
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 terkasan lebilat ku
dibandingkan dengan KPK.otoritas pro Justitia yamwgl mulanya
dimiliki oleh komisioner KPK telah bergeser padawda
pengawas, akibatnya KPK menjadi sangat lemah, dan
keberadaannya secara hirarki kepemimpinan tidak jsiapa yang
menjadi pimpinan. Dewan pengawas, atau KPK. Penulis
berpandangan, bahwa kinerja KPK akan menurun, batara
kuantitas maupun kualitas, karena ada dua levekiasi yang

harus dilewati.

Dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana, mengdoagsi

Dewan Pengawas KPK mengalami banyak kejanggalantadanya:

a. Pada konsep lembaga negara yang bersifat indepeetienarnya tidak
mengenal istilah lembaga pengawas, jadi, secanma ketembagaan

sudah keliru sebab lembaga pengawas independerti 3€PK sudah



diawasi oleh masyarakat, dalam hal keuangan damamsike, audit
serta badan pemeriksa keuangan, melalui DPR padanfdengar
pendapat, dan KPK secara berkala menyampaikan aiapkinerja
kepada presiden. Khusus dalam masalah penindakErbKRanggung

jawab pada institusi kekuasaan kehakirhan.

b. Penggeledahan,dan/atau penyitaan. Dalam melaksanak@as
penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasangsiberwenang
melakukan penyadapdmstrumen penyadapan merupakan salah satu
alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatarugsi, utamanya
pada tangkap tangan selama ini. Data KPK menyebuikhwa sejauh
ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak K&lB dengan
jumlah tersangka 423 orang. Poin pentingnya, S€RiK berdiri hingga
saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada gsvaierjaring
tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. émngartikan bukti
yang dihadirkan KPK ke persidangan telah terujasgdiukum. Selain
itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambpmjang baru

pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengatvas.

Mengenai pengawasan sebenarnya banyak alternaiiybiaa
dilakukan, tanpa harus membentuk dewan pengawamdabuh KPK

yang urgensinya sangat minim terhadap pemberantastak pidana

libid
2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 37 B(ayduruf b dan Pasal 12 ayat (1)
3ni 26 Poin Hasil Revisi Yang Beresiko Melemahkan PKK

Nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/irp@6-hasil-revisi-yang-beresiko
melemahkan-kpk?page=all (diakses pada tanggaloi@mber 2020).
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korupsi di Indonesia, bahkan sebetulnya, yang g@aloeal dalam
sebuah sistem peradilan pidamairGinal justicg adalah, meletakkan
pengawasan dan perijinan penyadapan pada pada Ipedadilar

Setidaknya meletakkan wewenang pengawasan pada Ipadadilan

tersebut ada dua alasan:

a. Menjalankan peran yudikatif dalam kondaps politica
b. Menjalankan peran yudikatif sebagai sebuah pengaw&shadap

lembaga lainnya.

Hal lain, yang membuat tidak ideal ketika Dewan d2evas
KPK ditaruh didalam tubuh KPK adalah, karena memigtek sesuai
dengansiracusa prinsplepahwa lembaga ini bukan termasuk dalam
kategoriindependence bodyengenai penjelasandependence body
dapat ditemukan berdasarkan kariteria di antararfg®: memiliki
Mandat dan kompentensi yang jelas berdasarkan ngang telah
ditentukan, (b) memiliki otonomi dari pemerintafe) independensi
yang dijamin oleh undang-undang sehingga tidakist@gavensi dalam
pembentukan dan pelaksanaan kerjanya, (d) memsifid pluralisme,
(e) memiliki sumberdaya yang cukup dan memadaindafenjalankan

tugas dan fungsinya.

Beberapa alasan kenapa Dewan Pengawas KPK tidak bai

tercermin dari beberapa aspek dalam Undang-UndangoN19 Tahun

“Agus SantoroPenyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisb&weatasan Tindak
Pidana KorupsiJurnal Legislasi Indonesia vol 17 No 1 (2020), 33

5

Ibd,. 35
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2019, yakni, pertama Dewan Pengawas KPK melekat bersama
pimpinan KPK dan pegawai KPK, sehinga kelembagaata fugas
pokok dan fungsinya tidak bersifat independkedua keanggotaan
Dewan Pengawas di angkat dan ditetapkan oleh pergssehingga
secara konsep dan implementasinya sangat bergamacg wajah
kekuasaan presideketiga dalam pelaksaan tugas pengawasan Dewan
Pengawas KPK mengangtikan peran dan fungsi peradyiang
meliputi, penyadapan, penggeledahan dan penyif@atahal diliaht

dari fungsinya bukan termasuk dalanminal justice sistem

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa prosesguampan
dapat berlangsung dengan baik untuk kepentingarbyidman dalam
rangka lawful interception maka secara ideal adalah meletakkan

pengawasan dibawah pengadilan

. Dewan Pengawas M elemahkan K PK

Hal yang bisa dijadikan bukti, bahwa KPK menglami
pelemahan dalam melakukan penindakan terhadap ktinddana
korupsi, bisa dilihat dari beberapa kasus yangnddai oleh KPK
pasca Undang-undang Nomer Nomor 2 Tahun 2002 dsireévalah
satunya adalah penanganan kasus Operasi Tangkagpmd@TT)
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, atas dugaan memetiang suap

sebesar 400 juta dari calon Legislatif Partai Demask Perjuangan

76



(PDIP), dan ternyata pada saat itu KPK tidak bisalakukan
penggeledahan dengan alasan bahwa KPK tidak memggiitir’.
Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan olehdWiya
Harahap, bahwa pengeledahan adalah tindakan plenyding
dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki dafakmen
pemeriksaan di rumah, tempat, dan kediaman segpouaniuk
melakukan sebuah pemeriksaan terhdap badan ataiapaleseorang.
Pada dasarnya menuruh KUHAP penggeledahan itugierbanjadi
dua, yaitu:
a. Penggeledahan rumah,

Penggeledahan rumah merupakan tindakan penyiditukun
memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertuaupnya untuk
melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyita@am/athu
penangkapan dalam hal dan menrut cara yang teladtudi dalam
KUHAP’

b. Penggeledahan badan
Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk
mengadakan pemeriksaan badan dana tau pakaiamgieisantuk
mencari benda hidup yang ada pada badannya atawatilya serta

untuk disit&.

®Gagal Geledah Kantor PDIP Bukti Pelemahan KPK
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1c53f@8/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-
pelemahan-kpk/ (diakses pada tanggal 13 noveml2)20

"Pasal 1 angka 17 KUHAP

®pasal 1 angka 18 KUHAP
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Penggeledahan dan penyitaan sebenarnya adalah upaya
penegakan hukum pada tahap penyidikan untuk mengkerp barang
bukti serta harta kekayaan tersangka untuk menkarktdugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakDalam tindak pidana
korupsi, penggeledahan dan penyitaan masih didasgsda ketentuan
KUHAP. Didalam KUHAP sendiri sebagaiama pasal @3kait
penggeledahan dan penyitaan harus minta izin terldahulu kepada
kepada ketua pengadilan negeri setempat, terkedaziim keadaan
mendesak °© maka penyidik diperbolehkan untuk melakukan
penggeledahan , namun setelah tindakan itu dilakukarus segera
melaporkan kepada ketua pengadilan setempat.

Dilihat dari praktek tersebut, izin penggeledahdan
penyitaan sebenarnya lebih bernuansa pada dan rbahkam prosedur
penyidikan saja.Karena itu dalam pemberantasarakinmdana korupsi
sebaiknya izin penggeledahan dan penyitaan dihagerggjan membuat
berita acara.

Penyadapan, yang merupakan bagian dari cara pemdsan
tindak pidana korupsi telah banyak bukti membonghiaktik-praktik
persekongkokolan dalam pemberantasan tindak pktamg@si* peraturan
mengenai penyadapan sebagai alat bukti di Indomesimamng tidak
diatur didalam KUHAP. Namun didalam undang-undaagaor 20 tahun

2001 tentang perubahan atas Undang-undang NomofaBin 1999

%Ikhwan fahrojih,Hukum Acara Pidana Korupginalang: setara pers), 116.
10y i

Ibid., 116.
Ybid., 48.
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tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pgE&ah menyatakan
bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada pa8ahyi&d (2) KUHAP

juga dapat diperoleh rekaman elektronik atau pesyyaot?

3. Dewan Pengawas Ber potensi M elakukan Obtruction Of Justice

Kedudukan dewan pengawas sebenarnya bukan bagiargkn
dalamcriminal justice systenfpenyelidik/penyelidik/penuntut umum dan
hakim), namun dewan pengawas ini diberi kewenatgzh dalam proses
pidana yang dilakukan oleh organ-organ didalam ioamjustice sistem.
Perubahan ini, yakni munculnya dewan pengawadafidaubuh KPK
ini, semakin memperlambat penanganan tindak pid@napsi. Bahkan,
dewan pengawas ini berpotensi melakukan tindak npidayaitu
menghalangi proses penyidikaobétruction of justis “setiap orang
dengan sengaja, mencegah, merintangi atau menggagatecara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penunta@m pemeriksaan
disidang pengadilan terhdap tersangka atau terdaksugpoun para saksi
dalam perkara korupsi®®

Tindakanobstruction ofjusticeatau dalam istilah lain perbuatan
yang bermaksud untuk menghalangi hukum, sesuaiatemgilahnya
sebagai tindak pidana tentutanya dalam perbuatasebig harus
memenuhi syarat-syarat sehingga perbuatan tersebotasuk dalam

tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidanan tindalama dirumuskan

?Raisa Anita FitriaPenyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidamaubh Berdasarkan
Hukum Acara PidanaMimbar keadilan Jurnal Hukum.
¥Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undangdi®0 Tahun 2001 Pasal 21
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berdasarkan dengan unsur-unsur yang ada sehinguat dikatakan
sebagai tindak pidana. Simons menjelaskan rumuskk yhkni sebagai
berikut'* “Een strafbaar gestelde onrechmatige ( wederregkédlimet
schuld in verband staade handeling vaneen toerejsmtbaar person
Perumusan tersebut apabila dibagi sesuai unsur-wyaeg ada

didalam tindak pidana pendapat simon tersebut nuenstocit dapat
dibagi berdasarkan unsur sebagai bertRut:

a. Tindakan yang dapat dihukum

b. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum

c. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan

d. Tindakan yang dilakukan oleh oreng yang dapat dihuk

Obstruction of justicedalam hukum dikenal dengan

perbuatan yang menyebabkan terhalangnya proseggiamehukum.

B. Analiss Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Dewan Pengawas
KPK Beradasarkan Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK
Tindakan ini sebenarnya tidak dikenal dalam Al-guraaupun
Al-hadist, namun terdapat beberapa terminologirddigih jinayah yang
mendekati terhdap perbuatan tersebut, diantarardaala jarimah
syahadah zur (saksi palsu) dan jarimah yamin ghor(sismpah
palsu).Kedua jarimah  tersebut tergolong  sebagai imgdr
ta’zir.Pemidaannya tergantung pada ketusan pendiexhza jarimah

itulah yang mendekati terhdap perbuatan obstruciguastice.

“Satochid Kartanegaralukum Pidana (Kumpulan KuliatfBalai Lektur Mahasiswa 1998), 91.
15
Ibid., 91
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1. Jarimah Syahadah Zur

Kata syahadah artinya kesaksian, daur artinya meyeleweng,
maka dapat dikatakan kesaksian yang nyeleweng lasaksian yang
palsu®® Allah telah memerintahkan agar setiap orang metriesaksian
yang benar sebagaimana adanya, sebagaimana dkanadglam Al-
guran surah al-NB ayat 135 dan surah aldlah ayat 8, yang

berbunyi:

-
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“Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu pekega
keadilan, menjadi saksi karena Allah,walaupun wapadirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika (g#ng
terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih utah
kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamugiken
hawa nafsuu karena ingin menyimpang dari kebenddan. jika
kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan mergakisi,
maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala gang kamu
kerjakan”!®

®Marsum Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidaslam (Yokyakarta,
Perpustakaan Fakultas Hukum Auniversitas Islamnedia, 1992), 15

YAl-Qur'an, 04:135.

¥ ementerian Agama RMushaf Aisyah (Al-Quran dan Terjemah untuk Wanital)00
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah
kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, keti#majadi saksi
dengan adil.Dan janganlah kebencianmu terhadapu skeaim,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.BerlakulakiKarena
(adil) itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwadlepada Allah,
sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakah”.

2. Jarimah Yamin Ghomus

Kata yamin berarti sumpah, sdangkajhomusartinya bohong.
Perbedaan antasa saksi palsu dengan sumpah palsin &etika saksi
palsu adalah orang yang telah disumpah dipengaskiaagai saksi, lalu ia
memberikan kesaksian bohong, sedangkan sumpah pdiah orang
yang berebut harta dimuka pengadilan yang sebeadrdgk ada bukti-
bukti, lalu ia bersumpah palsu bertujuan untuk nhigmiharta tersebut,
padahal sebenarya harta tersebut bukanlah milinyBumpah palsu

dalam al-Qur’an terdapat dalam sufghlmran ayat 77, yang berbunyi:

&

FEHISRY §j>j:§‘é;ié%‘§él.j§ﬁ@@;.§fé@f & W B93aks ouddr )
22 T PP "’\;jj Sor o of s1% &F-
(77) el SIS (85 oS3 V5 BB a3 o) S Y

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjikavel
janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan hargahmmereka

'“Al-Qur'an, 05:08.

ziKementerian Agama RMushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)08.
Ibid., 14

22Al-Qur'an, 03:77.
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itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidakan menyapa
mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hama€, dan
tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab gedip?®
Didalam sistem peradilan islam sebenarnya tidaklatkan secara
Eksplisit mengenai dewan pengawas KPK, didalanersigieradilan Islam
dikenal dengan istilah wilayatul mazhalim yang sadehusus bertugas
memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wexgemakim biasa,

tetapi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan mgagaan yang

dilakukan oleh penguasa terhadapa rakyat Bfasa.

WilayahAL-Maalim secara khusus menangani kezhaliman para
penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakgagdd tujuan untuk
memelihara hak-hak rakyat dari tindakan zalim gtexbuatan zalim para
penguasa dan pejabat, jadi sebenarnya dewan penhgalaa dalam sistm
peradilan Islam bukan hanya sekedar mengurusi @ars@dministrative
dan objek pengawasannya pun bukan pada orang yalamg bertugas
mengawasi para pejabat negara yang berpotensi mkelakidak pidana

korupsi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dewan pengawdsaléR
didalam sistem peradilan Islam adalah salah-satapkoen peradilan
yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan yangngurusi

penyelesaian perkara peselisihan antara rakyatndgara yang terjadi,

“ementerian Agama RMushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanit&9.
#*Basiq Jalil,Peradilan Islam(Jakarta: Amzah, 2012), 113
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selain itu menangani kasus-kasus penganiyayaan gdakgukan oleh

pejabat tinggi, bangsawan atau keluarga sultamdehrakyat biada

Secara historis Wilayah al-Maalim muncul pada masa
kepemimpinan bani Umayyah, tepatnya pada masafhatibdul Malik
bin Marwan, setiap tindak penyelewengan yang dkakupemerintah
pada waktu itu ditangani secara langsung oleh fedmlitetapi seiring
dengan berjlannya waktu khalifah menunjukseorangilweang disebut
dengaqadr al-maalim atau shahib al-maalim. Pemegang jabatan ini
tidak mesti seorang hakim, namun diutamakan hakikarena
kemampuannya untuk memahami masalah-masalah yakajtha dengan
hukum. Namun kadangkala juga khalifah menunjuk @rayang
berwibawa, amanah dan mampu memberikan perlindurtgamadap
masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak baik dalanh nengara bisa
diperbaiki, karenanya kadangkala petugékiyah al-Maalim kadangkala

seorang menteri peperandén.

Jadi berangkat darisitu sebenarnya, dewan pengiaes mesti
masuk dalam sebuah strutur dan tidak mesti jugavpaigdalam struktur
untuk memberikan pengawasan terhadap pejabat nggagaberpotensi

melakukan tindak pidana.

“Alaiddin Kotton, Et Al.,Sejarah Peradilan Islam Edisi 1-2akarta Rajawali Press 2012), 131.
*%lbid., 133-134.
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Al-Qadr merupakan bagian yang juga diajarkan didalam islam
Keadilan menjadi prinsip pokok dalam tegaknya Sgarilslam,

sebagaiman dijelaskan dalam Al-Qur’an:

202 7 <
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“Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu pehega
keadilan, menjadi saksi karena Allah,walaupun wapa dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jikdydiag terdakwa)
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaskamn
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti haafsuu karena
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu ntarbalikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka keégthuAllah
Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Wilayah Al-mamaadalah
kemampuan memutuskan perkara-perkara yang tidakponafhputuskan
oleh para hakim, seperti misalnya kezaliman atatid&le adilan yang
dilakukan oleh kerabat khalifah, pegawai pemerintidn hakim-hakim,
sehingga kapasitas seorang pengawas kalau didagaakia hal tersebut
haruslah mumpuni, dan seharusnya kekuasan DewagaW®as lebih

luas?®

’Al-Qur'an, 04:135.
“8Kementerian Agama RMushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)l 00
*Basiq Djalil, Peradilan Islam(Jakarta: Amzah, 2002), 116.
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Menurut Al-mawardi kompentensi absolut yang harumildki

oleh dewan pengawas adalah:

Tidak boleh membiarkan para penguasa berprilakmzian tidak adil,

ila harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, daancopotnya

Mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumputegak dan harta,
serta memerintahkan kepada pegawai yang bertugagik un

mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak.

Para Pegawai Harus Mempunyai Kredibelitas (Amanah)

Sementara tugas dari seoramgdzir al-maalim adalah

meneliti dan menghukum sesuai dengan ketentuamgratedang yang

a.
apabila tidak berlaku adil.
b.
C.
berlaku®
Nbid., 117.
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BAB V
PENUTUP

A.Kesimpulan

1.

Eksistensi dewan pengawas berdasarkan pasal 2lypadng-unang
nomor 19 tahun 2019 huruf a dijelasakan bahwa depemgawas
berjumlah 5 ( orang). Berdasarkan Undang-undangonal® tahun

2019 pasal 37B, ayat 1 (satu) dari huruf a-f De®Rangawas Memiliki

Fungsi, Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenangisiko
pemberantasan korupsi, Memberikan izin atau tidaberkan izin,

penyadapan penggeledahan dan/atau penyitaan, Manyuakan

menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komishb®gantas
Korupsi, menerima dan menindak lanjuti laporan damsyarakat
mengenal adanaya dugaan pelanggaran oleh pimpiaanpegawai

KPK, menyeleggarakan sidang untuk memeriksa adnygaah

pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan anggota ,KiaElakukan

evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secar&abe, 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.

KPK menglami pelemahan dalam melakukan penindakahadap

tindak pidana korupsi, bisa dilihat dari beberapaus yang ditangani
oleh KPK pasca Undang-undang Nomer Nomor 2 Tah02 20revisi.

Salah satunya adalah penanganan kasus Operasi apanigkngan

(OTT) Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, atas dugaanenma uang

suap sebesar 400 juta dari calon Legislatif P&ranokrasi Perjuangan
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(PDIP), dan ternyata pada saat itu KPK tidak bisalakukan
penggeledahan dengan alasan bahwa KPK tidak memggiin.
Adanya dewan pengawas ini berpotensi melakukarakimmdana,
yaitu menghalangi proses penyidikan (obstructiojusfis). “setiap orang
dengan sengaja, mencegah, merintangi atau menggagacara langsung
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pksaan disidang
pengadilan terhdap tersangka atau terdakwa atappum saksi dalam
perkara korupsi dalam figih jinayah dikenal dengg@imah syahadah zur
(saksi palsu) dajarimah yamin ghomugsumpah palsu).
B. Saran
Berdasarkan hasil analisisis penelitian dan kesiampuyang
sudah di uraikan diatas, penulis memberikan saedgas rekomendasi
renungan dan pertimbangan dalam meningkatkan #&fa&tiperan dan

kinerja KPK.yakni:

1. Merevisi ulang terkait pasal dewan pengawas, benkadengan
wewenang tugas pokok serta fungsinya, karena sdjaubtruktur
dewan pengawas dalam tubuh KPK tidak mempunyair dase kuat,
sebagai sebuah alasan dibentuknya. Bahkan lahitewyan pengawas
cendrung melemahkan KPK sebagai lembaga yang selyaru
independen.

2. Wewenang untuk memberikan izin terhadap penyadapan,
penggeledahan dan/atau penyitaan sebaiknya tidakikin kepada

dewan pengawas, karena KPK sebagai lembaga supsr Herus
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betul-betul bebas dari intervensi manapun. Kalawetugas KPK
dicurigai takut tidak professional, lantas kecuasigaerhadap dewan
pengawas sndiri siapa yang akan mengawasi, lembagacam ini
hanya akan mempersulit administrasi yang berdapathadap

efektivitas penegakan hukum.
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